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Program Pasca Sarjana
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Kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dinilai lemah dengan indikasi
masih dominannya dana transfer dari pusat sebagai sumber pembiayaan
pembangunan yang utama di daerah serta rendahnya kemandirian keuangan Kota
Bitung dari sisi pendapatan khususnya pajak daerah, maka diperlukan analisis
terhadap penyebab rendahnya kemampuan keuangan Kota Bitung dari sektor
pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.Untuk itu diperlukan
kajian yang lebih jauh mengenai penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Adapun penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivisme yang
menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian.Data dan informasi di dalam
penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara terhadap informan dan studi
literatur dengan intrumen yang relevan seperti pedoman wawancara, catatan dan
dokumentasi atas objek penelitian. Data yang diperoleh diuji keabsahannya
kemudian dilanjutkan dengan pendekatan deduktif, analisis kinerja administrasi
pajak (usaha pajak, hasil guna pajak dan daya guna pajak), dan pembuktian
empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya pengelolaan pajak
daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang disebabkan oleh
terbatasnya anggaran, jumlah tenaga ahli yang terbatas, prosedur dan
pengendalian manajemen pajak daerah yang tidak memadai, terbatasnya sarana
dan prasarana, produktivitas rendah dan inefisiensi dalam pekerjaan, kualitas
pelayanan tidak memadai, lemahnya law enforcement dan rendahnya kesadaran
wajib pajak sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah
tersebut maka dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan
sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, mengembangkan SDM,
penguatan/aw enforcement, penyempurnaan administrasi pemungutan pajak
daerah, penyempurnaan dukungan sarana dan prasarana, mengoptimalkan
program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan optimalisasi
implementasi peraturan daerah.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah,
Pajak Daerah, Analisis Kinerja Administrasi Pajak.
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REGIONAL FINANCES CAPABILITY of BITUNG CITY
FROM REGIONAL TAX SECTOR
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Magister Program
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Regional finances capability of Bitung City had weak value with indication
that given dominant budgetary fund from central government as primary fund
allocation resources in Bitung City as well as low of finances autonomous of
Bitung City from revenue side particularly the regional tax, so needed more
analysis cause of low finances capability of Bitung City from regional tax sector
in Regional Revenue Service of Bitung City. Thereforeit needs further analysis to
find out the reason of low in regional tax revenues and factors that influential.
This research use qualitative research method with post positivism approach that
connect between theory and research result.Data and information in this research
come from observation result, interview to informants and literature study with
relevant instrument, such as manual interview, transcript and documentation upon
research object. Data that gathered has been validity tested than continue with
deductive analysis of tax administration performance (tax effort, tax effectiveness,
tax efficiency) and empirical verified. Research result indicated that regional tax
managing not yet optimal by Regional Revenue Service of Bitung City, because
shortage of operational budget, limited in experts, unequal to procedure and
control of regional tax management, lack of tools and infrastructure, low
productivity and work inefficiency, low service quality, weak of law enforcement
and lower in tax payer awareness to do their responsibility. To overcame these
issues can be found in several ways such as optimize regional genuine income of
revenue sources, improving human resources, strengthened of law enforcement,
regional tax collection must be perfected, improving support of tools and
infrastructure, optimize tax revenue intensification and extesification programs
and optimize implementation of regional regulation.

Keyword : Regional Autonomous, Improving of Regional Finances Capability,
Regional Tax, Analysis of Tax Administration.
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Bitung untuk menerapkan kebijakan dan langkah strategis untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah lewat peningkatan kesadaran

kewajiban perpajakan.

. Kontribusi Hasil Guna (Efektifitas) Pajak Daerah Dalam

Peningkatan PAD

Besarnya hasil guna (efektifitas) pajak daerah pada Dinas
pendapatan daerah Kota Bitung selama 5 tahun (2010-2014) yang
merupakan persentase perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan

target pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel : 4.19

Hasil Guna (Efektifitas) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 — 2014 (Rp)

No.| Tahun Ta':::::‘]ak Reagia::a':‘a]ak TPI (%)
1 | 2010 6.350.000.000 7.901.786.888| 124,44
2 | 2011 | 11.277.205.000| 15.419.397.097,00{ 136,73
3 | 2012 | 14.460.500.000| 17.723.643.955,00 122,57
4 | 2013 | 16.888.970.257| 26.162.693.540,00{ 154,91
5 | 2014 | 29.370.000.000| 33.493.759.019,00| 114,04

Rata-Rata 130,54

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan pajak daerah

dengan potensi pajak daerah di Kota Bitung diatas, terlihat bahwa tingkat
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efektifitas pajak daerah di Kota Bitung dapat dikatakan cukup tinggi,
yaitu dengan tingkat rata-rata hasil guna pajak mencapai 130,54 % dengan
asumsi bahwa target pajak merupakan potensi rill. Kondisi ini
menunjukan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kota Bitung
mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efektifitas
pajak daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan responden berkaitan dengan
efektifitas pajak (hasil guna) di Kota Bitung dapat dilakukan dengan cara
mengurangi kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, mempercepat
dan mempermudah proses administrasi dengan menerapkan sistem baru
berbasis jaringan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi

hukum aturan perpajakan.

. Kontribusi Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Dalam Peningkatan

PAD

Hasil perhitungan daya guna (efisiensi) pajak daerah merupakan
hasil perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah yang termuat
dalam Pasal 6 Ayat (1) point b PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan
Retribusi Daerah yang kemudian dipertegas lewat Peraturan Walikota
Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan
kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah

yaitu sebesar 5% dibandingkan dengan realiasi penerimaan pajak daerah
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di Kota Bitung selama 5 tahun (2010-2014) pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bitung yang dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini :
Tabel : 4.20

Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 — 2014 (Rp)

No.| Tahun PemBul:Z:tan Realisasi Pajak | ' rp (%)
Pajak Daerah Daerah

1 2010 317.500.000 7.901.786.888 4,02
2 2011 563.860.250| 15.419.397.097,00 3,66
3 2012 723.025.000{ 17.723.643.955,00 4,08
4 2013 844.448.513| 26.162.693.540,00 3,23
S 2014 1.468.500.000{ 33.493.759.019,00 4,38

Rata-Rata 3,87

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara biaya pemungutan pajak
daerah dengan realisasi pajak daerah di Kota Bitung dapat dikatakan
bahwa tingkat daya guna (efisiensi) masuk dalam kategori sangat baik
atau paling efisien, dengan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun
yaitu dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 3,87%.

Namun dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat

beberapa penyebab ketidakefisiennya proses pemungutan dan
administrasi pajak daerah antara lain karena belum online-nya
pembayaran pajak daerah yang menyebabkan kurang efisien waktu dan
penyusunan pelaporan pajak yang acapkali terhambat, sehingga pada

akhirnya terlambatlah pengambilan keputusan pada level teknis.
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4. Analisis Kontribusi
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besaran total
Penerimaan pajak daerah jika dibandingakan dengan peneriman PAD di

Kota Bitung secara keseluruhan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat

Tabel ;: 4.21

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)

% Pajak
A:ah::;n Jumlah PAD .lun;la: ::jak Daerah thp
&8 aer PAD
2010 18.763.528.960,85 7.901.786.888 42,11

2011 | 25.394.063.796,63 | 15.419.397.097,00 60,72

2012 38.435.120.911,59 | 17.723.643.955,00 46,11
2013 55.173.113.990,88 | 26.162.693.540,00 47,42

2014 83.520.151.103,00 | 33.493.759.019,00 40,10
% Rata-Rata Pertahun 47,29

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil analisis kontribusi seperti yang ditunjukan pada tabel 4.21
diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap jumlah
PAD selama 5 tahun (2010-2014) terakhir menunjukan rata-rata
kontribusi pertahunnya sebesar 47,29% hal ini dapat dikatakan bahwa
hampir setengah dari PAD merupakan sumbangsih dari pajak daerah atau
kontribusi pajak daerah sudah cukup dominan, namun jika dilihat secara
keseluruhan, Kontribusinya bagi peningkatan kemampuan keuangan

daerah dirasakan masih sangat kurang.
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5. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat Upaya Pajak, Efektifitas

dan Efisiensi Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat

diketahui bahwa dalam pengelolaan pajak daerah terdapat faktor-faktor

yang menunjang dan menghambat baik yang berasal dari internal

organiasi maupun eksternal organiasi dalam rangka peningkatan upaya

pajak,

efisiensi dan efektifitas pajak daerah yang pada akhirnya

mempengaruhi kemampuan keuangan daerah Kota Bitung yang dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Penunjang :

1)

2)

Kejelasan aturan yang berfungsi sebagai payung hukum proses
pemungutan pajak daerah seperti Implementasi UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyempurnaan regulasi
perpajakan dengan ditetapkan UU No. 28 Tahun 2009 dan
Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah serta adanya upaya penyempurnaan aturan perpajakan
yang sifatnya teknis.

Nilai tambah kawasan (Minapolitan, KEK dan KAPET) sebagai
multiplier effet, dengan trend pertumbuhan positif PDRB Kota
Bitung yang banyak dipengaruhi oleh penetapan Kota Bitung
sebagai salah satu pusat pengembangan regional kawasan

khususnya di Indonesia Timur oleh Pemerintah Pusat yang pada
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akhirnya meningkatkan produktivitas beberapa sektor unggulan
seperti angkutan dan komunikasi serta industri olahan.

Struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan sehingga
kuat dan lengkap, berdsasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2012, yang memungkinkan setiap organisasi mengerti
posisinya sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi
organisasi.

Sistem insentif yang jelas dan didukung dengan aturan yang ada
yaitu Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Pemberian Insentif Pemungutan kepada instansi pelaksana
pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat
menjadi motivasi tersendiri bagi para pegawai dalam

melaksanakan tugasnya.

b. Faktor Penghambat :

1) Pelaksanaan pencatatan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi

Berbasis Akrual yang belum berjalan dengan baik. Sistem ini
berjalan serentak di seluruh Indonesia sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis Akrual, dalam penerapannyamasih
terdapat hambatan bagi Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini
instansi-instansi teknis yang ada, hal ini sempat disinggung oleh
Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Ibu Ervina Lahia, SE

sebagaimana petikan wawancara berikut ini:
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“... Di Kota Bitung sendiri penerapan Sistem Akuntansi berbasis
Akrual ini sendiri baru dimulai pada tahun 2015 sehingga masih
dalam tahap uji coba dan pembelajaran. Selain itu masih banyak
kelemahan yang ditemui ketika pelaksanaannya, seperti masih
ditemui kendala dalam pencocokan pencatatan administrasi antara
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) keluar dan kembali,
pencatatan atas pembayaran serta pencatatan BPHTB yang tidak
tercatat dalam administrasi tetapi tercatat dalam penerimaan kas
karena tidak verifikasi / melapor ke dinas ...”

(Wawancara, 7 Oktober 2015)

Kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau dan berjauhan
dengan pusat Kota Bitung (Kecamatan Ranowulu, Kecamatan
Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan) berdampak pada
akses kepada pelayanan masyarakat yang cenderung lambat yang
pada umumnya dikarenakan tidak adanya trayek angkutan dan
kondisi geografis yang dipisahkan laut serta faktor iklim dan
cuaca.

Koordinasi antara dinas / badan pengumpul PAD yang terkait
belum optimal / masih ada ego sektoral, hal ini menyangkut
lemahnya mekanisme koordinasi antara instansi teknis di
lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang diindikasikan dengan
belum adanya Perda Koordinasi yang mengakibatkan masing-

masing unit terkesan bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai
target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Rendahnya kesadaran, kemandirian dan adanya penolakan wajib
pajak merupakan salah satu faktor penghambat yang harus segera
dicari jalan keluarnya karena akan mempengaruhi kelancaran dan
proses pemungutan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Bitung
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Masih belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP)
untuk proses pemungutan pajak daerah membuat terhambatnya
proses mekanisme kerja di intern Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bitung hal ini diakui juga oleh Kepala Seksi Perhitungan dan
Penetapan, Bapak Joy Moningka, SE dalam petikan wawancara
berikut.

13

. memang sangat disayangkan sampai saat ini di Dinas
Pendapatan Daerah. Khususnya dalam pengelolaan pajak daerah
belum didukung dengan SOP yang ada, dahulu pernah dibuat
draftnya namun sampai saat ini proses penyempurnaannya belum
selesai, hal ini menyebabkan beberapa kendala yang dihadapi
misalnya belum adanya standar waktu baku penyelesaian alur
berkas mulai dari pengembalian SPTPD, Penetapan sampai
penagihannya sehingga ada jeda waktu agak lama yang
menyulitkan pengambilan keputusan dan selama ini SOP yang
telah ditetapkan baru SOP PBB-P2 lewat Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014
tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan
Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan ...”

(Wawancara, 22 September 2015)

Jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk mengoptimalkan
proses pemungutan pajak daerah sebenarnya sudah coba dicari
solusinya melalui penambahan jumlah Pegawai Honorer / Tenaga
Harian Lepas (THL), penggunaan tenaga honor memang sangat
membantu namun tentu saja masih ada keterbatasannya karena
sifatnya bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka
kewenangan serta tanggung jawabnya lebih rendah dari pada PNS
dan menghambat pengambilan keputusan yang sifatnya teknis

dilapangan, selain itu penerapan Sistem Akuntansi Berbasis
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Akrual juga menuntut penandatanganan dokumen haruslah
seorang PNS.

Terbatasnya SDM yang berkualitas di Dinas Pendapatan Daerah
disebabkan karena masih minimnya jumlah pegawai yang telah
mengikuti diklat fungsional yang terkait dengan tupoksinya
masing-masing, hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi
Kepegawaian, Ibu Jenny Siby lewat kutipan wawancara berikut.
“... Untuk meningkatkan SDM perlu dilakukan penambahan
jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek, setidaknya 4-
10 orang pertahun namun sampai sekarang baru sebagian pegawai
yang mengikutinya, selain itu dari sisi jumlah pegawai sendiri
masih dibilang kurang karena normalnya 1 orang Kepala Seksi
membawahi 3 Staf sehingga secara keseluruhan masih
membutuhkan + 30 Pegawai lagi ...”

(Wawancara, 23 September 2015)

Kebutuhan akan sarana prasarana berbasis komputer dinilai belum
ideal, sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan tertunda yang
pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran pekerjaan, hal ini
juga disinggung oleh Kasie Pembukuan dan Penerimaan
Pendapatan Lainnya, Ibu Agnes Tuwaidan, SE dalam kutipan
wawancara berikut.

“ ... Jumlah komputer dan laptop yang ada di kantor dari segi
jumlahnya belum mencukupi selain itu pembagiannya pun belum
merata sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengakses
SIMDA Pendapatan, selain itu jaringannya pun belum
disempurnakan, hal seperti ini dapat berdampak pada
terhambatnya proses pembuatan laporan realisasi bulanan ...”
(Wawancara, 15 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan Sistem SIMDA
Pendapatan dan SISMIOP yang masih baru masih terkendala

beberapa hal seperti belum lengkapnya fitur-fitur yang ada
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misalnya untuk melakukan search secara cepat dan belum
terakomodirnya beberapa proses penetapan sampai penagihan
seperti dalam menetapkan sanksi dan denda.

10) Dari sisi penegakan hukum / Law Enforcement masih terbilang
lemah karena belum adanya aturan tegas yang mengikat, tidak
adanya penyidik dan juru sita pajak. Hal ini sempat dijelaskan
panjang lebar oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi,
Bapak Aan Samino, SE dalam petikan wawancara berikut.

“... Lemahnya penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh
belum tegasnya aturan yang telah ditetapkan, sebagai contohnya
ketika calon wajib apajak baru akan didaftarkan sebagai wajib
pajak seringkali berusaha untuk menghindar dan sanksi yang coba
untuk diterapkan secara aturan memerlukan campur tangan
penyidik dan juru sita pajak, selain itu masih lemahnya koordinasi
dengan Satpol PP sebagai penegak perda, sehingga belum bisa

diambil kebiajakan tegas ...”
(Wawancara, 21 September 2015)

6. Penyebab Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah Dari Sektor
Pajak Daerah di Kota Bitung dan Solusi yang Direkomendasikan
Menurut teori yang ada yang telah dikemukakan oleh para pakar
sebelumnya, secara umum ada beberapa masalah yang menyebabkan
rendahnya kemampuan keuangan suatu daerah dilihat dari sisi penerimaan
pajak daerah (Mardiasmo, 2004; Ikhsan, dkk., 2012; Suparmoko, 2012),
yaitu:
» Terbatasnya sumber daya finansial yang ditandai dengan tingginya

tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan
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kapastitas fiscal (fiscal capacity), sehingga menimbulkan fiscal gap
dan berkurangnya dana bantuan dari pusat.

Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil

Prosedur dan sistem pengendalian manajemen pajak daerah yang
tidak memadai

Rendahnya produktivitas pegawai

Inefisiensi

Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan peraturan
hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
Masih rendahnya Political Will

Adanya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Lemahnya Akuntabilitas Publik

Lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana yang ada

Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil
Kualitas dan jangkauan layanan publik yang belum memadai
sehingga menimbulkan keengganan dari wajib pajak untuk membayar
kewajiban pajaknya

Kondisi ekonomi makro daerah

Sesuai dengan hasil temuan di lokasi objek penelitian yang telah

disusun kedalam faktor-faktor penunjang dan penghambat upaya pajak,
efektivitas dan efisiensi pajak daerah yang kemudian dihubungkan dengan
teori yang ada, maka yang menjadi penyebab rendahnya tingkat
kemampuan keuangan daerah jika ditinjau dari sektor pajak daerah pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah :
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a. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil temuan, hal ini dapat diketahui dari jumlah belanja
selalu lebih besar dari pada jumlah pendapatan dari pada pada APBD
periode anggaran 2010-2014 (gambar 4.8) yang artinya bahwa
kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pemberian pelayanan
publik jauh lebih besar daripada ketersediaan sumber dana baik itu
berupa dana transfer dari pusat maupun dalam bentuk Pendapaatn
Asli  Daerah. Kekurangan sumber dana yang dibutuhkan
mengakibatkan pengaruh bagi pelaksanaan pelayanan publik yang
diberikan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan data sekunder
(tabel 4.13) yang menunjukan perkembangan alokasi anggaran Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bitung Periode 2010-2014 yang berfluktuasi
dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program kegiatan
kerja yang telah direncanakan, sehingga pada akhirnya akan
mengurangi upaya pajak daerah dan efektivitasnya. Adapun langkah
kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan
penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang dapat diambil adalah:
1) Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan sebagai Pembiayaan otonomi daerah (Suparmoko,
2012:182-184) menjelaskan bahwa sumber utama pendapatan
daerah akan berasal dari PBB dan BPHTB terutama bagi daerah
yang miskin sumber daya alam, namun hal ini memerlukan
keuletan para petugas pajak yang bertidanka adil, pasti, ekonomis

dan menyenangkan sesuai prinsip-prinsip perpajakan, berdasarkan
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pengamatan peneliti sampai saat ini masih banyak jumlah objek
pajak yang belum memiliki SPPT PBB dan transaksi pengalihan
hak untuk BPHTB yang masih terlalu rendah serta tidak sesaui
dengan kondisi ekonomi secara makro di Kota Bitung, selain itu
belum dilakukannya update data objek pajak secara keseluruhan
ataupun belum terjangkau, baru beberapa kelurahan saja sehingga
menyebabkan hilangnya potensi pajak yang ada.

Memperkuat Peranan Penilaian Properti (Suparmoko, 2012:185-
186) agar tidak dirugikan, tidak dirugikan disini maksudnya
adalah ketidak sesuaian dalam hak dan kewajiban baik bagi si
wajib éajak maupun bagi peemrintah daerah dalam pengenaan
pajak, berdasarkan hasil pengamatan di kota Bitung sendiri masih
banyak penilaian bangunan yang telah berubah bentuk dan
fungsinya yang memiliki nilai rata-rata masih wunderestimate
dengan berbagai alasan yang mendasarinya seperti keterbatasan
petugas teknis yang terampil, padahal Kota Bitung memiliki
potensi industri dan perdagangan yang sedang berkembang.
Optimalisasi Peran BUMD (Mardiasmo, 2004: 154-155),

menjelaskan bahwa peran investasi dari perusahaan daerah

berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pemabngunan
ekonomi daerah (engine of growth dan center of economic
activity) lewat iklim usaha yang kondusif dengan cara memberi
kesempatan bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam

kepemilikan usaha dalam bentuk pemberian saham sehingga
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dapat menciptakan rasa “handarbeni” (ikut memiliki dan
memelihara), namun kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan
dapat diketahui bahwa BUMD yang ada dikota Bitung seperti
PDAM Dua Sudara dan PT. Bangun Bitung belum dapat
memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan sumber dana
untuk kepentingan pembangunan daerah (profit yang didapat
dinikmati sendiri), padahal setiap tahunnya mendapat subsidi dari
APBD Kota Bitung, hal ini dapat terlihat pada belum adanya
kontribusi kedua perusahaan daerah ini pada APBD dalam hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semuanya
hanya berasal dari PT. Bank Sulut saja selama periode lima tahun
terakhir (2010-2014) yang dapat dilihat pada lampiran laporan

realisasi APBD.

b. Terbatasnya SDM Dari sisi Kuantitas dan Kualitas
Jika dilihat dari sisi kualitas, dari sudut pandang internal organiasi hal
ini terkait erat dengan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan
budaya kerja serta tingkat pendidikan, sedangkan dari sudut pandang
eksternal organisasi akan terkait erat dengan tingkat pendidikan dan
pemahaman akan tugas kerja yang dilaksanakan. Sedangkan dari sisi
kuantitas adalah penambahan jumlah pegawai di Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bitung. Berdasarkan hasil temuan Budaya kerja sehari-
hari pegawai DIPENDA belum terlalu baik, karena ada beberapa

pegawai yang masih senang untuk tidak bekerja, merasa bangga dan
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mempengaruhi teman-teman lain untuk tidak bekerja, selain itu untuk

pegawai yang memiliki kinerja kurang baik selama ini hanya sampai

pada surat teguran dalam penindakannya atau hanya memandang

remeh atasan. Beranjak dari permasalahan-permasalahan diatas maka

menurut peneliti terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk

memecahkan permasalahan diatas :

1)

2)

3)

Meningkatkan motivasi pegawai memberikan imbalan (Reward)
kepada pegawai yang berprestasi, baik yang hanya berupa
pujian,promosi jabatan ataupun pemberian kesempatan kepada
pegawaiyang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan.
Memberikan sanksi (Punishment) yang tegas kepada para
pegawai yang melakukanpelanggaran terhadap peraturan
organisasi, baik peringatan lisan, tertulis, penurunan nilai SKP,
pemotongan insentif, pembebasan darijabatan ataupun pemberian
sanksi lainnya untuk meningkatkandisiplin kerja pegawai.
Re-Orientasi Budaya Organiasi yang dapat dilakukan dengan cara
memberikan pengarahan kepada para pegawai tentang tugas
pokok dan fungsi masing-masing, baik dalam kesempatan apel,
rapat rutin ataupun kesempatan lainnya. Dalam hal ini dapat juga
dilakukan pendekatan psikologis sehingga adpat diketahui
kendala yang dihadapi oleh masing-masing individu yang
biasanya disebabkan oleh distribusi pekerjaan kurang merata yang

tidak dibarengi dengan rotasi pegawai.
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Meningkatkan keterampilan teknis yang merupakan salah satu
bentuk kebijakan meningkatkan kompetensi pegawai yang terkait
dengan pekerjaan teknis dilapangan, contohnya ada Penilai PBB-
P2, Operator Console, Juru Sita Pajak dan lain sebagainya
maupun lewat diklat dan bimtek lain, sehingga kualitas pegawai
dapat memenuhi kebutuhan organisasi akan tenaga ahli
profesional dan juga dapat berfungsi sebagai investasi jangka
panjang khususnya bagi pegawai-pegawai muda yang berpotensi
dengan proses seleksi yang transparan, mengingat tidak semua
pegawai dapat menikmati fasilitas organisasi secara finansial.
Selain itu berdasarkan data, masih ada sekitar 16 pegawai atau
41% dari kesuluruhan pegawai DIPENDA yang belum mengikuti
diklat maupun bimtek terkait pengelolaan pajak daerah. Adapaun
diklat yang masih dirasa perlu dalam waktu dekat ini adalah
Diklat tentang pengoperasionalan SIMDA - Pendapatan dan
Penilai PBB-P2. Kemudian salah satu hal lain yang perlu
disepakati adalah adanya konsistensi dari pejabat pemerintah
daerah untuk memanfaatkan pegwai yang telah menyelesaikan
diklat / bimtek ke posisi yang tepat, karena pada banyak kasus
justru pegawai tidak bisa berbuat banyak setelah mengenyam
pendidikan / pelatihan.

Kebijakan penambahan jumlah pegawai terkait erat dengan
kebutuhan akan jumlah pegawai, karena posisi jumlah pegawai

saat ini yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
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masih terbilang sangat sedikit dan kurang jika dibandingkan
dengan Kabupaten / Kota lain, apalagi dengan trend pendapatan
yang meningkat maka perlu dilakukan penambahan jumlah
pegawai yang kedepannya dapat diatur dan ditempatkan pada
UPTD-UPTD teknis yang baru dibentuk di tiap Kecamatan
sehingga dapat mengimbangi perkembangan jumlah wajib pajak

dan meningkatkan pelayanan.

c. Penerapan Law Enforcement yang Belum Optimal

Penerapan penegakan hukum pada dasarnya telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Bab XV, Pasal 174 tentang Ketentuan Pidana yang
menckankan pada wajib pajak yang karena kealpaan sebagai bentuk
kelalaian dan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atas
kewajiban perpajakannya. Kemudian dalam pelaksanaannya hal ini
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, akan tetapi upaya penegakan
sanksi hukum dirasa belum optimal dengan masih adanya beberapa
wajib pajak yang belum sepenuhnya taat dan sadar membayar pajak,
hal ini didukung oleh hasil temuan yang mengindikasikan bahwa
masih lemahnya koordinasi dengan instansi teknis pengumpul PAD
dan lembaga hukum yang ada seperti Kepolisian dan Pengadilan.
Adapun langkah kebijakan yang dapat direkomendasikan agar dapat

meningkatkan upaya pajak dan efektivitas pajak daerah adalah:
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Meningkatkan Koordinasi dengan intansi teknis yang ada
(Wibowo, 2014; Bakara, 2013; Yunasri, 2013), koordinasi
merupakan hal utama yang harus dilakukan sebelum melangkah
ke penertiban atau action dilapangan, oleh karena itu diharpakan
adanya kerangka kerjsama yang jelas yang didukung oleh payung
hukum dan kecukupan anggaran seperti adanya Perda Koordinasi
maupun dana alokasi di APBD untuk itu. Berdasarkan situasi dan
kondisi yang ada dirasa pelu bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk
dapat bekerjasama dengan instansi teknis seperti Satpol PP,
Aparat Kelurahan, Aparat Kecamatan, Pengadilan dan Kepolisian
dengan dukungan penuh, komitmen dan ketegasan pimpinan
daerah.

Membentuk Tim Penegak Hukum yang solid (Purwanti, 2005;
Humairah L., dkk., 2013), hal ini dapat dimulai dengan
melakukan inventarisir wajib pajak yang memiliki tunggakan
pajak dan melalaikan kewajibannya, kemudian tim yang telah
terbentuk secara aktif setiap periode dengan seksi-seksi terkait
seperti seksi penagihan, jika dilapangan masih ada yang
bersikeras bisa langsung ditarik ijin usahanya ataupun ditutup dan

disegel tempat usahanya.

d. Belum Sempurnanya Administrasi Pemungutan Pajak Daerah

Dari hasil temuan diketahui bahwa masih terdapat proses administrasi

yang belum atau kurang lengkap dalam hal data wajib-wajib pajak
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yang belum diarsipkan dan tereckam dengan baik dalam kartu data
maupun pengisian SPTPD yang kurang jelas dan lengkap sehingga
menyebabkan proses administrasi yang kurang sempurna serta belum
adanya kejelasan teknis dalam hal pengukuran indikator kinerja dan
sasaran seperti jumlah minimal wajib pajak baru yang harus di daftar
dalam setahun oleh karena itu ada 3 (tiga) poin yang dapat
direkomendasikan untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang
dimulai dari proses pendaftaran wajib pajak ketika akan ditetapkan
sebagai wajib pajak baru sampai terbitnya penetapan dan penyetoran
sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan upaya pajak, efektivitas
dan efisiensi pajak daerah, yaitu:

1) Meningkatkan kontrol dan pengawasan berjenjang (Ambarawati,
2015; Utari, 2015) secara struktural dari atasan ke bawahan /
Pengawasan Melekat (Waskat) dengan cara sederhana seperti
mengadakan rapat internal bidang sehingga dapat diketahui
perkembangan (Progress), hambatan (Obstacle), hal yang baru
(Innovation) dalam pekerjaan serta kontrol terhadap masing-
masing individu, termasuk dalam hal penelitian berkas sebelum
paraf-paraf berjenjang dilakukan.

2) Menetapkan Standart Operational Procedure (SOP) yang jelas,
ada standar waktu setiap pekerjaan dan hasil akhir (Output)-nya
harus memenuhi kuota mapun target kerja yang telah ditetapkan,

karena tanpa dukungan kerangka dan alur berkas yang jelas maka
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dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti lupa,
menunda pekerjaan, berkas yang tercecer dan sebagainya.

Pembahasan Rencana Strategis secara kolektif. Berdasarkan hasil
temuan dapat diketahui bahwa proses penyusunan renstra belum
memiliki indikator kinerja, selain itu penyusunannya pun belum
diskusikan bersama, sehingga masih didapati banyak kelemahan
yang ditandai dengan dominasi unsur subjektifitas yang tinggi.
Oleh karena itu selama ini Renstra yang seharusnya merupakan
rencana program kerja yang didalamnya memuat indikator kinerja
dan indikator sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan
Daerah dalam penyusunannya sebaiknya disinkronisasi dengan
anggaran dan dirapatkan bersama oleh bidang-bidang teknis
terkait, jadi penyusunannya jangan hanya melibatkan satu-dua

pihak.

Terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan kerja dilapangan harus ditunjang dengan

dukungan sarana dan prasarana yang ada (Darmastuti, 2014;

Prabandari, 2015), karena jika dukungan sarana dan prasaran lemah

maka tingkat efisiensi dan ketepatannya akan lebih rendah dan

kurang optimal, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana

merupakan kebutuhan vital yang wajib dipenuhi, terutama untuk

kebutuhan sarana dan prasarana berbasis teknologi. Sesuai hasil

temuan masih terdapat kurangnya jumlah komputer dan kendaraan
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dinas untuk proses turun ke lapangan, schingga dalam rangka

menyempurnakan  dukungan sarana dan prasarana = dapat

direkomendasikan beberapa langkah, yaitu:

1))

2)

Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang berbasis
jaringan, mengingat saat ini Dinas Pendapatan Daerah masih
dalam taraf pembelajaran dalam menggunakan SIMDA -
Pendapatan dan SISMIOP yang baru terealisasi di dua tahun
belakangan ini, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan
dukungan sarana dan prasarana yang ada dengan menambah
jaringan LAN, instalasi listrik, menambah jumlah komputer,
menambah printer, menyempurnakan sistem operasi di dalam
SIMDA - Pendapatan dan SISMIOP itu sendiri karena
berdasarkan beberapa hasil wawancara terungkap kelemahan
yang menyulitkan serta menghambat proses pengelolaan pajak
daerah. Kemudian upaya peningkatan sarana dan prasarana yang
ada harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pegawai untuk
menggunakan sarana yang ada serta melakukan perawatan secara
berkelanjutan.

Berkolaborasi dengan instansi teknis terkait pengembangan
SIMDA Pendapatan dan SISMIOP, misalnya dengan BPKP
sehingga ada kejelasan lewat perjanjian kerjasama / MOU mulai
dari tahap perencanaan sampai ke tahap implementasinya
terutama pada fase pemuktahiran fitur-fitur yang ada didalam

sistem, mengingat kompleksitas permasalahan dilapangan serta
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tuntutan internal untuk selalu adaptif dengan situasi serta kondisi
yang selalu berubah, baik dari segi aturan pelaksanaan maupun
perkembangan teknologi, sehingga Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung dapat menjadi organisasi yang andal.

Bekerjasama dengan pihak bank untuk dapat mempermudah
pembayaran pajak secara on-line, dengan bentuk kerjasama ini
diharapkan = akan  mempermudah  proses  administrasi,
mempersingkat waktu kerja dengan tujuan akhirnya
mempermudah wajib pajak yang ada, mulai dari pencatatan yang
tidak bertumpuk sampai pelaporan harian yang tertib administrasi.
Menambah jumlah kendaraan dinas baik kendaraan roda dua
maupun roda empat mengingat cakupan kerja yang semakin luas
sebagai bentuk antisipasi terhadap faktor jarak dan keadaan
geografis yang dikeluhkan warga untuk melapor ke kantor, karena
berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perlunya
optimalisasi penggunaan kendaraan roda dua yaitu lewat
pembagian jadwal turun lapangan, karena jangkauan DIPENDA
sudah lebih luas dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk
dan pemanfaatannya pun harus fokus pada operasional kegiatan

kerja.

f. Kurang Optimalnya Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Program intensifikasi adalah upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bitung untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, namun
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sesuai hasil penelitian masih terdapat jumlah piutang pajak yang

besar dan belum dapat tertagih, sedangkan ekstensifikasi dilakukan

dengan jalan menambah jumlah wajib pajak, dari hasil pengamatan

masih terdapat objek-objek pajak yang belum terdaftar pada database

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung karena masih rendahnya

frekuensi pendataan aktif dilapangan. Untuk lebih memacu program

intensifikasi dan ekstensifikasi maka dapat dilakukan :

1y

2)

Meningkatkan kapasitas olah data dengan cara membuat Basis
Data Peta Digital untuk subjek dan objek PBB-P2 serta Peta
potensi wajib pajak daerah, dengan adanya kedua informasi
tersebut maka kedepan potensi pajak yang ada dapat dioptimalkan
dan meminimalisir kebocoran dan menghambat upaya kabur dari
wajib pajak.

Merubah pola pikir dan meningkatkan partisipasi wajib pajak
untuk berperan aktif dengan melaporkan sendiri kewajibannya,
karena selama ini media pelaporan seperti SPTPD dan SPOP
sering diantar jemput oleh petugas, memang dari sisi efisiensi
sangat membantu bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu,
akan tetapi di sisi lain hal ini sering dimanfaatkan dan disalah
artikan oleh wajib pajak dan berujung ke sikap-sikap tidak
partisipatif, contohnya pada jenis pajak self assessment, secara
aturan merekalah yang melaporkan sendiri kewajibannya, namun
karena sifat kesadaran dan kemandirian ynag masih rendah maka

petugas sering mengantar. Dengan diterapkannya SIMDA -
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Pendapatan akan membawa pengaruh bagi peningkatan kesadaran
wajib pajak dan penyederhanaan proses administrasi, seperti hasil
temuan dalam observasi dan wawancara yaitu proses penetapan
pajak mineral yang lebih mudah dengan menggunakan SIMDA —
Pendapatan.Dengan menerapkan cara ini bukan berarti
mengkesampingkan strategi jemput bola yang sudah berjalan,
namun dapat menjadi pelengkap program optimaliasi intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak daerah.

Mengadakan rotasi pegawai, sebagai bentuk penyegaran akan
struktur organisasi yang ada diperlukan penyesuian posisi secara
periodik dari tingkat Kasie sampai ke Staf sehingga akan
mengurangi rasa bosan dan meningkatkan motivasi, terutama bagi
seksi-seksi yang berperan teknis dilapangan  dengan
mempertimbangkan disiplin ilmu dan pelatihan yang telah diikuti.
Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) disetiap
kecamatan terutama yang berkaitan dengan pengeloaan Pajak
Bumi dan Bangunan serta BPHTB yang memiliki jumlah wajib
pajak cukup banyak, sedangkan petugas yang melayani terbatas
sehingga dapat lebih mendekatkan pelayanan ke wajib pajak, hal
ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang didapat

dari lokasi penelitian.
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g. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Belum Berjalan Sebagaimana

Mestinya
Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui contohnya adalah
belum ditetapkannya reklame didalam ruangan sehingga mengurangi
efektivitas pajak daerah selain itu adanya warga masyarakat yang
masih belum paham betul mengenai pemungutan pajak daerah itu
sendiri, selain itu masih ada beberapa kebijakan yang diambil dalm
hal pendaftaran wajib pajak yang belum termuat dan ditunjang
dengan peraturan pelaksanaannya, untuk itu dapat dilakukan :

1) Meningkatkan  Sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan
pemahaman terhadap mekanisme dan proses pemungutan pajak
daerah baik ke dalam internal organisasi maupun diluar
organisasi. Penerapan pembelajaran yaitu memfokuskan pada
“transfer of knowledge” yang dilakukan oleh pegawai yang telah
mengikuti diklat maupun bimtek teknis kepada pegawai-pegawai
yang belum mengikuti, dalm prakteknya memang masih terdapat
kendala baik dalam cara menerangkan maupun daya tangkap
receiver, namun secara umum diharapkan setidaknya pengertian
dan konsep umumnya dapat ditangkap. Selanjutnya berangkat
dari sana pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung dapat berperab aktif memberikan penyuluhan
lapangan mengenai tax education, sehingga pemahaman eksternal
Dinas pun dapat meningkat. Contoh nyata penerapannya adalah

dengan mengadakan penyuluhan perpajakan, pada rapat kerja /
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evaluasi yang melibatkan intansi teknis pengumpul PAD, aparat
Kecamatan dan Keluarahan sampai ketingkat kolektor dan Kepala
RT, jadi tidak hanya pegawai dinas yang melakukan penyuluhan
ke masing-masing wajib pajak, mengingat jumlah wajib pajak
yang cukup banyak maka strategi ini layak dipertimbangkan.
Memanfaatkan berbagai media yang ada, baik media elektronik
lewat radio, media massa seperti Koran dan Baliho pada titik-titik
strategis dalam bentuk pemberitahuan atau himbauan kepada para
wajib pajak sebagai pengingat dan mendorong partisipasi aktif
dari warga masyarakat di Kota Bitung yang telah berperan dalam
pembangunan.

Penyempurnaan aturan yang sifatnya teknis dilapangan sehingga
unsur-unsur seperti ambiguitas, bias dan perbedaan penafsiran
ketentuan peraturan teknis yang ada dapat diminimalisir lewat
penyederhanaan aturan dan penegasan aturan sampai ke tingkat
praktis di lapangan. Adapun media yang dapat ditempuh adalah
dengan mengumpulkan seksi-seksi teknis terkait dan berdiskusi
lewat forum-forum yang ada seperti pada saat Program Peraturan
Daerah (Properda), sehingga diharapkan terwujudnya pemahaman
yang sama dalam kerangka teori dan praktek dilapangan, karena
pada dasarnya penyusunan aturan dan ketentuan teknis itu
berangkat dari permasalahan yang muncul dilapangan untuk dapat

dipecahkan solusinya lewat dukungan payung hukum yang ada.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan permasalahan, tujuan, temuan dan pembahasan

didalam penelitian ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1.

Analisis terhadap kinerja administrasi pajak daerah yang terdiri dari upaya
pajak (fax efforf) menunjukan hasil masih sangat rendah yaitu dengan rata-
rata sebesar 0,75% namun sangat elastis karena rata-rata elastisitas
pertahunnya > 1, kemudian hasil guna (efektifitas) dapat dikatakan cukup
tinggi dengan tingkat rata-rata 130,54% dengan asumsi target pajak
merupakan potensi rill dan daya guna (efisiensi) pajak daerah pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bitung masuk dalam kategori sangat baik dengan
nilai rata-rata pertahunnya 3,87% atau sangat efisien karena kurang dari
10%, terakhir dapat diketahui juga bahwa pajak daerah memberikan
kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 47,29% bagi penerimaan
keseluruhan Pendapatan Asli Daerah, namun masih rendah kontribusinya
jika dibandingkan dengan DAU didalam APBD.

Faktor-faktor penunjang untuk meningkatkan PAD Kota Bitung yaitu :
kejelasan aturan hukum, nilai tambah kawasan, struktur organisasi dan
sistem insentif yang jelas. Sedangkan faktor- faktor penghambatnya yaitu :
pencatatan keuangan yang belum berjalan dengan baik, kondisi geografis,
koordinsasi antar dinas terkait, rendahnya kesadaran wajib pajak, belum

adanya SOP, terbatasnya jumlah pegawai, kurangnya sarana dan
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prasarana, penggunaan sistem yang belum sempurna serta lemahnya

penegakan hukum.

. Penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah dalam proses pemungutan

pajak daerah dapat disimpulkan dan terbagi menjadi hambatan internal dan
eksternal, yang masuk kategori hambatan internal adalah: terbatasnya
anggaran, jumlah tenaga ahli yang terbatas, prosedur dan pengendalian
manajemen pajak daerah yang tidak memadai, terbatasnya sarana dan
prasarana, produktivitas rendah dan inefisiensi dalam pekerjaan, kualitas
pelayanan tidak memadai, lemahnya law enforcement, sedangkan yang
menjadi hambatan eksternalnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak
sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam bentuk perlawanan pasif
dan perlawanan aktif, kurangnya koordinasi antara intansi teknis terkait

pemungut PAD serta perkembangan politik regional.

B. Saran

. Perlu dikaji lebih dalam tentang faktor-faktor penunjang pengelolaan pajak

daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung seperti pemberian
insentif yang dihubungkan dengan kinerja pegawai sehingga dapat lebih
efisien dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah. Selain itu perlu
juga dilakukan kajian lebih jauh tentang upaya pajak Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bitung yang masih rendah terutama pada pajak-pajak yang
memberikan hasil (yield) cukup besar dan potensi peningkatan yang
terbuka seperti pajak Bumi dan Bangunan, namun penetapannya pada

umumnya masih underestimate.
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2. Perlunya peningkatan kompetensi teknis dari setiap aparat yang ada lewat

berbagai pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta kursus, selain itu juga
harus dibarengi dengan pembinaan disiplin pegawai, sehingga memiliki
integritas, inovatif dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya,
selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan koordinasi
antar intansi teknis pemungut PAD sampai pada level teknis yang paling
bawah dilapangan atau yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak /
stakeholders, serta selalu mengupayakan terpenuhinya sarana dan
prasarana penunjang kegiatan kerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bitung yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi sehingga oraganiasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam

pengolahan informasi dan tindak lanjut program kerja.
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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

PENDAHULUAN

Salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian kualitatif terletak pada proses
wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi
dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kepada responden.
Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang
pewawancara harus paham tujuan dan maksud dari penelitian serta menguasai
konsep, materi dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner.
Sedangkan observasi menjadi pelengkap dalam proses wawancara ketika
pewawancara membutuhkan informasi pembanding baik yang digunakan untuk
memperkuat pendapat informan maupun untuk mengamati kemudian menarik
kesimpulan. Kecakapan pewawancara dalam berinteraksi dengan responden juga

ikut menentukan kualitas informasi yang diperlukan.

TAHAPAN PROSES WAWANCARA DAN OBSERVASI
A. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian
Pertemuan pertama dengan responden adalah hal yang tidak mudah,
karena saat itulah pertama kali pewawancara berinteraksi dengan responden.
Wawancara maupun observasi hendaknya dimulai dengan sopan dan rasa
hormat. Dimulai dengan perkenalan dan diakhiri dengan ucapan terimakasih
serta menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti selama proses
wawancara dan observasi berlangsung. Perkenalan hendaknya memuat
informasi sebagai berikut:
1. Nama dan instansi/lembaga.
2. Tujuan datang ke responden dengan menguraikan secara garis besar
tentang penelitian yang dilakukan dan pentingnya peranan responden

dalam penelitian.
B. Membina hubungan baik dan kepercayaan responden.

Sikap dan penampilan kita sangat berperan dalam membina kepercayaan.

Salah satu tugas pewawancara adalah membangun suatu perasaan yang saling
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memahami antar pewawancara dan responden sehingga akan menimbulkan
rasa saling percaya. Responden berhak untuk mengetahui perihal penelitian,
wawancara maupun observasi sebelum mereka setuju untuk berperan serta.
Pertanyaan yang akan ditanyakan adalah terkait dengan :
1. Tujuan dari penelitian
Penelitian tentang analisis kemampuan keuangan daerah ini
bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang sistem
pemungutan, prosedur pemungutan, kekuatan organiasi, kelemahan
organisasi, tingkah laku aparatur pemungut, tingkah laku wajib pajak,
kondisi lapangan saat pengamatan berlangsung, strategi organiasi,
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan
sebagainya yang berhubungan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah di
Kota Bitung.
2. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan.
a. Jika responden adalah Lurah
Saya akan mengajukan pertanyaan tentang proses pemungutan pajak
di tingkat keluarahan, antara lain: upaya pemungutan PBB-P2 di
kelurahan, bentuk koordinasi dengan instansi teknis terkait
pemungjutan pajak lainnya, kendala yang sering dialami, strategi
pemungutan, kelemahan yang masih perlu diperbaiki, serta saran
ataupun kiat-kiat dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan
daerah terutama dari sektor pajak.
b. Jika responden adalah wajib pajak
Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah tentang proses pemungutan
pajak yang lebih ditekankan pada tahap pendaftaran bagi wajib pajak
baru, tahap pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
beserta lampirannya, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
beserta lampirannya, tahap pelaporan sampai tahap pembayaran /
Penyetoran. Selain itu pertanyaan juga dapat dikembangkan
menyesuaikan situasi dan kondisi saat proses wawancara dan

observasi berlangsung.
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c. Jika Responden adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan upaya pajak,
efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bitung dengan berbagai pernyataan fleksibel yang
berisfat umum dan teknis dalam proses pekerjaan di kantor maupun
ketika berada dilapangan.
Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan antara lain : strategi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang telah dijalankan sesuai
dengan visi/misi dan mandat yang diberikan, faktor-faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman, budaya organisasi, mekanisme
administrasi dan proses pemungutan pajak mulai dari tahap
pendaftaran dan pendataan, pelaporan, pengenaan, pembayaran,
pembukuan, penyuluhan, law enforcement sampai upaya
penagihannya, serta pertanyaan lain yang dapat berkembang ketika
proses wawancara maupun observasi berlangsung.

d. Jika Responden adalah Pegawai Instansi Teknis Terkait (Kolaborator)
Pertanyaan yang saya ajukan berkisar tentang bagaimana bentuk
koordinasi dan kerjasama dalam hal upaya meningkatkan penerimaan
pajak daerah, langkah-langkah yang telah dilaksanakan, ada tidaknya
aturan legal dan pertanyaan lainnya yang bersifat fleksibel.

Pemilihan responden dan mengapa diwawancara

Pemilihan responden dilakukan secara random sampling yang dinilai

dapat mewakili keseluruhan wajib pajak, petugas pelaksana dan intansi

teknis lainnya baik lewat observasi maupun wawancara focus group dan
perseorangan.

Penggunaan informasi dan data yang didapat

Informasi yang didapat akan disaring, dibuat kesimpulan, dilakukan

reduksi data, sehingga dapat ditemukan point-point penting atau critical

issues terkait dengan penelitian untuk meningkatkan kemampuan
keuangan daerah Kota Bitung dari sektor pajak daerah.

Penolakan dengan alasan sibuk.
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Jika ada narasumber yang menolak dapat dilakukan penggantian
responden dan objek observasi sepanjang memiliki keterkaitan dan dapat
mewakili tujuan penelitian yang akan dicapai.

C. Menjamin kerahasiaan

Perlu ditekankan bahwa semua wawancara dan observasi dalam penelitian
tentang optimalisasi strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam
rangka meningkatkan penerimaan pajak ini bersifat individu, bebas dan
rahasia. Jika responden kelihatan ragu-ragu dengan peran sertanya atau
menanyakan bagaimana keterangannya digunakan, maka pewawancara dapat
meyakinkan responden dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

» Semua keterangan/informasi adalah anonim atau tanpa identitas, tidak ada
nama responden atau nama fasilitas yang akan digunakan untuk tujuan lain
diluar tujuan penelitian, kecuali telah mendapat persetujuan dari informan
yang bersangkutan.

* Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya akan disajikan
dalam suatukumpulan data.

» Nama, alamat, dan identitas responden tidak akan tertera dalam laporan

penelitian.

D. Perilaku Pewawancara
Perilaku pewawancara dapat mempengaruhi respon yang diberikan oleh
responden. Seorang pewawancara yang baik adalah seseorang yang sopan,
peka terhadap situasi wawancara, melakukan pendekatan yang baik terhadap
responden melalui sikap empati, bisa segera menyesuaikan diri dengan
responden dan bisa menerimanya sebagaimana adanya. Tugas seorang
pewawancara adalah menuliskan jawaban-jawaban yang diberikan responden,
bukan mempengaruhi responden. Kemudian untuk metode pengumpulan data

seperti dokumenter dan observasi dapat dirangkaikan pada sela-sela proses

wawancara berlangsung maupun ketika proses wawancara selesai.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/W/F-1

Nama Informan : Joy Efendy (Verifikator BPHTB DIPENDA)

Tanggal : 7 September 2015

Jam : 08:50 — 09:00 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Ketaatan PPAT/PPATS dalam melapor BPHTB di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bitung
Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung ?

Informan | Pada dasarnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung berperan
sebagai Verifikator yang menerima laporan dari PPAT/PPATS atas
pengalihan hak tanah/bangunan, namun sampai saat ini masih terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaannya,

Peneliti | Kalau bisa dijelaskan apa saja yang masih menghambat? Dan sejauh
mana upaya Dinas untuk mengatasinya?

Informan | Adapun kendala-kendala tersebut berupa :

1) Tidak adanya sanksi yang memaksa Notaris/Camat secara aturan
jika tidak melakukan verifikasi maupun melapor ke dinas dan
selama ini justru paling banyak dilakukan oleh oknum camat
padahal seharusnya mereka merupakan orang dalam yang harus
jadi contoh.

2) Kerjasama dan koordinasi dengan Instansi teknis seperti kantor
lelang belum terlaksana dengan baik, harus diajak kerjasama
dalam hal pelaporan verifikasi BPHTB (merupakan salah satu
Tupoksi BPN Kota Bitung), jika tidak demikian maka wajib pajak
akan disulitkan karena bolak-balik.

3) Belum dilakukan penyederhanaan pada prasyaratan BPHTB,
sebaiknya berkas yang dijadikan syarat lebih di fokuskan ke FC
KTP, Sertifikat, SPPT PBB dan AJB.

Kode : 02/W/F-1

Nama Informan : Sosca Sumihadi, ST. (Operator Console DIPENDA)

Tanggal : 15 September 2015

Jam : 14:28 - 14:40 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Permasalahan dalam proses pemungutan pajak daerah di

Kota Bitung
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Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Apakah terdapat kendala dalam penggunaan Sistem berbasis jaringan
di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung saat ini?

Ya Masih, yaitu dalam SIMDA - Pendapatan dan SISMIOP yang baru
dalam tempo dua tahun terkahir mulai digunakan mendukung proses
pemungutan pajak yang berbasis sistem

Peneliti

Informan

Bolehkan dijelaskan lebih rinci mengenai teknis kendala pada kedua
sistem tersebut?

Hal yang paling mendasar adalah karena tidak connect nya SISMIOP
dan SIMDA - Pendapatan dengan Bank mengakibatkan tertundanya
pencatatan pembayaran ketika wajib pajak sudah menyetor, hal ini
tentu mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan
selanjutnya yang bisa saja mengakibatkan kekeliruan dalam
menetapkan sanksi, selain itu dalam sistem SISMIOP maupun SIMDA
— Pendapatan masih banyak fitur-fitur yang belum bisa dijalankan
karena adanya perbedaan dasar aturan pelaksanaan di tiap-tiap daerah
sechingga penerapannya menyesuaikan kemampuan daerah untuk
mensinergikan antara aturan pelaksanaan perda, perwa, juklak dengan
alur pemungutan pajak daerah yang ada di dalam sistem

Kode

: 03/W/F-1

Nama Informan : David Rompas, S.Sos (Pegawai DIPENDA / Kolektor

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

Pajak)

: 16 September 2015

: 13:25-14:00 WITA

: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

: Permasalahan dalam proses pemungutan pajak daerah di
Kota Bitung

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Menurut Bapak, adakah permasalahan dalam proses pemungutan pajak
terutama yang sering Bapak temui ketika turun ke lapangan?
Sebenarnya ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam
pemungutan pajak daerah dilapangan mulai dari pajak hiburan yang
dinilai belum layak karena setoran setiap bulannya hanya berkisar +
Rp. 100.000,- sampai pajak parkir yang belum menggunakan karcis
dalam pemungutannya serta pajak air tanah.

Peneliti

Informan

Bolehkah Bapak menjelaskan untuk pajak air tanah apa permasalahan
yang dihadapi lebih rinci?

Karena wajib pajak belum menggunakan meter walaupun sudah sering
disosialisasikan ketika turun langsung mapun lewat surat-surat tapi ada
beberapa yang terkendala dalam pengadaan meter dan yang lain
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merasa enggan dengan berbagai alasan yang disampaikan. Hal ini
mengakibatkan pelaporannya hanya berdasarkan perkiraan pemilik
usaha.

Peneliti | Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengambilan air tanah
terkait dengan Tupoksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
bagaimana bentuk koordinasinya?

Informan | Nah itu, tenaga teknis memang berasalah dari Dinas ESDM karena
mereka yang paham berapa mengukur kubikasi, pernagkatnya pun
sudah ada dan pernah kita berkoordinasi kesana terkait pemungutan
pajak air tanah. Namun hal yang menyulitkan yaitu tidak sampai 5
usaha yang bergerak dalam pengambilan air tanah terdaftar dan
memiliki ijin resmi sementara yang menjadi wajib pajak di DIPENDA
sudah sekitar 80an hal ini tentu menyulitkan karena penerapan sanksi
di dinas ESDM sendiri belum berjalan yang salah satu point aturan
yang ada mewajibkan menggunakan meter sebelum usaha dimulai.

Kode : 04/W/F-1

Nama Informan : Hasni Sadi, S.Sos (Kasie Pengolahan Data)

Tanggal : 21 September 2015

Jam : 10:35-10:50 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Ibu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada Dinas
Pendapatan Daerah?

Informan | Kekuatannya ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan sedangkan
kelemahannya saat akan dilakukan action dilapangan tidak ada
penyidik pajak

Peneliti | Bagaimana upaya untuk mengatasi wajib pajak yang kurang taat?

Informan | Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain lewat sosialisasi,
Pendekatan persuasif dan lewat surat

Peneliti | Apakah kiat-kiat yang baik digunakan untuk optimalisasi peningkatan
penerimaan pajak daerah?

Informan | Kiat-kiatnya yaitu lebih inten dalam pendekatan dengan wajib pajak
untuk meningkatkan kesadaran

Peneliti | Bagaimana teknis administrasi pemungutan pajak daerah?

Informan | Untuk proses administrasi sendiri sudah menggunakan SIMDA
Pendapatan namun manual tetap jalan karena simda belum sempurna

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 139

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




42271.pdf

Kode

UNIVERSITAS TERBUKA

: 05/W/E-2

Nama Informan : Aan Samino, SE dan Novy Tuegeh, SE (Kasie Pendaftaran

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

dan Pendataan)
: 21 September 2015
:11:05-13:30 WITA
: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
: Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Menurut Bapak Aan, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada

Dinas Pendapatan Daerah?

Kekuatan dinas ini jika ditinjau dari sisi pendaftaran yaitu telah adanya

Perwako No. 21 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung. Sedangkan kelemahannya

yaitu pada proses pendaftaran sendiri, antara lain:

1) 30 hari setelah membuka usaha wajib lapor untuk didaftar tetapi
ini belum dijalankan dan dipatuhi oleh wajib pajak

2) Belum terciptanya koordinasi yang baik antara instansi teknis lain
untuk meningkatkan penerimaan pajak lewat pendaftaran wajib
pajak baru dan Dipenda terkesan berjalan sendiri tanpa bantuan

3) Ketika wajib pajak telah didaftar, fungsi NPWPD belum jalan
sebagaimana mestinya karena setiap SKPD hal iti belum dijadikan
prasyarat sebagai pengurusan ijin maupun rekomendasi.

Peneliti

Informan

Bolehkan Bapak Aan menjelaskan lebih teknis lagi mengenai proses
pendaftaran wajib pajak ini?

Ya, hal ini terkait dengan koordinasi antar SKPD yaitu belum adanya
ijin / rekomendasi, suatu usaha sudah jalan sehingga tetap didaftar dan
diakomodir sebagai wajib pajak, karena sudah ada aktivitasnya, jadi
belum ada penegakan perda (fungsi dari Satpol PP) yang seharusnya
jika belum memiliki ijin tidak boleh beroperasi.

Kemudian setelah calon wajib pajak baru saja didaftar menjadi wajib
pajak baru, maka diberikan waktu 3 bulan berusaha (kebijakan
kedalam) dengan maksud jika masih aktif terus dapat dikukuhkan
sebagai wajib pajak dan digolongkan kemudian beralih ke tahap
selanjutnya yaitu pendataan.

Peneliti
Informan

Untuk tahap pendataan sendiri bagaimana mekanismenya Pak Novy?

Sebelum memasuki ke tahap pendataan saya akan menjelaskan sedikit
mengenai persepsi yang salah terutama bagi wajib pajak restoran yang
menganggap bahwa perhitungan pajak berasal dari jumlah omzet atau
total pendapatan kemudian di kurangi 10%, namun pengetiannya
bukanlah demikian, melainkan yang dijadikan dasar perhitungan pajak
restoran adalah total pembayaran karena pengusaha restoran
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merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam memungut
pajak restoran kepada pelanggan yang menikmati makanan dan
minuman, samap sekarang sendiri masih ada wajib pajak yang belum
paham dan hal ini menjadi salah satu penyebab keengganan menjadi
wajib pajak karena terbebani dengan tarif 10% itu.
Nah, untuk proses pendataan sendiri dimulai dari penyampaian
SPTPD yang pelaporannya dilakukan setiap masa pajak. Kemudian
ketika wajib pajak tidak melaporkan atau jangka waktu pelaporan
terlampaui setiap tanggal 15 bulan berikutnya dinas mengeluarkan
surat teguran, namun ketika masa jatuh tempo tidak membayar maka
diterbitkan SKPD atau SKPDKB. Untuk lebih jelasnya dapat Saya
jelaskan sebagai berikut :

1) Jika wajib pajak melapor namun tidak membayar maka diterbitkan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan sanksi sebesar 2%
sebulan.

2) Jika wajib pajak tidak melapor maka diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dengan sanksi sebesar 25% + (2% sebulan)

3) Jika didapati data baru dilapangan yang tidak sesuai dengan
laporan yang dimasukan maka terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang bayar (SKPDKB) dengan perhitungan selisih dari jumlah
pokok terhutang yang telah dibayar dengan perhitungan sesuai
temuan yang ada

Kesemuanya itu ditujukan untuk menanamkan sifat jera dalam diri

wajib pajak terutama bagi yang tidak taat

Peneliti

Informan

Menurut Bapak Novy ada tidak permasalahan lainnya yang dihadapi
dalam proses pemungutan pajak?

Ya, ada misalnya tentang proses penyaluran SPTPD dan Laporan
SPTPD dari wajib pajak, dimana SKPD sudah dikeluarkan namun
muncul keengganan dari wajib pajak untuk membayar padahal itu
memang salah mereka yang terkesan lalai, walapun hal ini telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 tahun 2013 tentang
Pajak Daerah yaitu pada Pasal 77 mengenai Surat Tagihan Pajak dapat
dikenakan maksimal 15 bulan dengan dikeluarkan STPD berturut-
turut.

Sebenarnya ada beberapa langkah preventif yang dapat diambil namun
belum dilaksanakan secara optimal, antara lain setiap penyelenggara
usaha yang memiliki ijin mapun rekomendasi dapat dicabut sementara
/ permanen tetapi tidak jalnnya penegak perda (Satpol PP).

Peneliti
Informan

Menurut Bapak Aan apa ada permasalahan lain lagi yang dihadapi ?
Terkait dengan pendaftaran sendiri ada beberapa permasalahan
lainnya, antara lain:

1) Ketika baru akan didaftar calon wajib pajak seringkali berusaha
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untuk menghindar sehingga menyulitkan pendaftaran dan belum
adanya aturan / sanksi yang tegas ketika wajib pajak menolak
untuk didaftar sebagai wajib pajak.

2) Seringkali pelaporan SPTPD atau pengembaliannya terhambat
karena wajib pajak yang menunda-nunda, sedangkan secara aturan
sanksinya sudah ada namun masih sulit diterapkan karena tidak
adanya penyidik pajak dan kurnag koordinasi dengan penegak
perda, sehingga belum bisa diambil kebijakan tegas.

3) Menyurat, ditindaklanjuti dengan upaya turun langsung, hubungan
komunikasi lewat telepon belum bisa sampai ke tahap pencabutan
ijin.

Jadi pada kiatnya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah,

khusunya bagi wajib pajak yang belum sadar betul dengan tidak

melapor atau tidak bayar wajib diterapkan sanksi tegas dan Satpol PP
turun mengamankan.

Peneliti

Informan

Menurut Bapak Novy bagaimana penggunaan / implementasi dari

SIMDA - Pendapatan di dinas ?

Masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang berdampak

belum optimalnya proses pemungutan pajak daerah, antara lain:

1) Penggunaan SIMDA - Pendapatan baru dilmulai pada semester
kedua tahun 2015 atau baru saja dimulai jadi kendala sepeti belum
bisa merubah SKPD yang telah diterbitkan karena belum
diakomodir

2) Belum online dengan bank sehingga perekaman data terhambat,
ada jeda waktu yang dapat menimbulakn eror, selain itu dalam
SIMDA - Pendapatan masih ada fitur-fitur yang belum lengkap
seperti tidak ada fitur search

3) SIMDA - Pendapatan belum bisa mengadopsi aturan pajak di
daerah yang selama ini telah berlaku, khususnya pada jenis pajak
Official Assestment, walaupun menggunakan dasar Kepmendagri
No. 43 Tahun 1999 tentang Sisdur Pajak Daerah, namun karena
aturan pelaksanaan di tiap-tiap daerah berbeda satu dengan yang
lainnya dan yang paling mendasar saat wajib pajak tidak melapor
seharusnya terbit SKPD namu terkendala oleh keterangan lain /
Berita Acara Pemeriksaan yang belum diakomodir di SIMDA —
Pendapatan.

Peneliti

Informan

Menurut Bapak-Bapak, bagaimana kiat-kiat intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah agar strategi yang diterapkan lebih
optimal?

1) Perda/ Aturan Pelaksanaan teknis harus jalan = Komitmen

2) Penegakan Perda > Mengikat

3) Sumber daya - tingkat pemahaman aparat, kualitas dan kuantitas
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laporan agar tidak menumpuk.

Kode

: 07/W/F-2

Nama Informan : Joy Moningka, SE dan Johan Pratasis (Kasie Penetapan dan

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

Kabid Penagihan)
: 22 September 2015
: 15:05 - 15:25 WITA
: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
: Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Tolong jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bitung?

Kekuatan Dinas Pendapatan Daerah terletak pada :

1) Aturan / ketentuan yang jelas

2) SDM yang sudah teruji dalam melaksanakan tugas lapangan

3) Komitmen / Ketegasan Pimpinan

Sedangkan kelemahannya antara lain:

1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk
melaporkan dan membayar

2) Adanya prosedur / alur yang belum berjalan dengan semestinya

3) Ada SDM yang belum memahami tugas pokok masing-masing

4) Belum adanya pegawai yang memiliki pendidikan sebagai
Penyidik (PPNS) dan Juru Sita

5) Tidak adanya biaya operasional pengawasan terhadap wajib pajak
dan tidak ditanggung program kegiatannya.

6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kemandirian wajib pajak baik
secara Self Assestment maupun Official Assestment yaitu
pelaporannya belum benar atau kasarnya harus jemput bola.

7) Penerapan SIMDA — Pendapatan belum sampai tahap penetapan
dan penagihan karena baru mulai pada pertengahan tahun 2015
bulan juni serta masih banyak kendala dan hambatan dalam
pemanfaatannya.

8) Belum ditetapkannya SOP sebagai dasar pemungutan pajak daerah
di Kota Bitung.

Peneliti

Informan

Kemudian, Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan peneriman pajak
daerah?

Dapat dilakukan peningkatan pada sosialisasi, pesertanya harus lebih
spesifik dengan melibatkan masyarakat, bukan hanya Kepala
Lingkungan maupun Kepala RT
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: 08/W/F-1

Nama Informan : Jenny Siby (Kasie Kepegawaian)

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

: 23 September 2015

:13:10 - 13:40 WITA

: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

: Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Menurut Bu Jenny apa kekekuatan dan kelemahan yang ada di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bitung, tolong dijelaskan?

Kekuatannya bisa dilihat dari adanya kebersamaan dalam tugas dan
kerja sebagai satu kesatuan organisasi DIPENDA untuk mengelola
pendapatan, sedangkan kelemahannya adalah pembayaran pajak yang
belum online dengan bank, sehingga pelayanan yang diberikan tidak
optimal, kurang efisien

Peneliti

Informan

Bagaimana sikap pegawai saat melaksanakan tugas / bekerja sehari-
hari?

Sikap dalam bekerja para pegawai yang ada adalah loyal terhadap
atasan, saling berkomunikasi dengan teman, Kkerjasama lebih
ditingkatkan, saling menunjang walau ada hambatan, tetap berusaha
untuk bekerjasama satu dengan yang lain, jangan sampai ditegur dan
memiliki tata krama

Peneliti

Informan

Bagaimana keadaan dan kondisi SDM pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung saat ini?

Masih kurangnya PNS untuk staf, karena seharusnya, normalnya 1
orang kepala seksi membawahi 3 staf, sehingga masih membutuhkan +
30 pegawai lagi, selain itu masih rendahnya kualitas SDM yang
dimiliki oleh Dinas masih menjadi kendala.

Peneliti

Informan

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala rendahnya

kualitas SDM?

Ada beberapa yang telah ditempuh untuk meningkatkan SDM seperti:

1) perlu dilakukan penambahan diklat-diklat, bimtek tentang
keuangan. Sampai saat ini rata-rata jumlah pegawai yang
mengikuti diklat / bimtek adalah 4 s/d 10 orang pertahun dan yang
telah mengikuti pendidikan teknis terkait bidang kerja hanya
sekitar + 25 Orang pegawai.

2) Selain itu bisa juga dilakukan sosialisasi terkait peningkatan SDM
tentang pajak

3) Terkait dengan tugas kerja seksi kepegawaian adalah melakukan
perekaman data kepegawaian berbasis komputer, sehingga lebih
cepat mengetahui dan melakukan pemuktahiran data seperti
kenaikan pangkat dan jenis serta jumlah diklat yang telah
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dilakukan
Kode : 09/W/F-2
Nama Informan : Martina Koraag dan Aleksius Amisi, S.Sos (Kasie Umum
dan Bendahara Barang)

Tanggal : 23 September 2015

Jam :13:45-14:10 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi sarana dan prasarana
penunjang yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Informan | Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai,
adapun sarana-prasarana yang ada seperti kendaraan dinas dan
perlengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok untuk
meningkatkan pendapatan

Peneliti | Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai jumiah komputer yang
belum mencukupi?

Informan | Memang jumlah komputer masih belum mencukupi, oleh karena itu
dalam waktu dekat ini yang menjadi fokus adalah kelengkapan
SIMDA - Pendapatan seperti penambahan jumlah komputer, instalasi
LAN / jaringan, kendaraan serta perlengkapan penunjang lainnya
Kemudian untuk menunjang sarana dan prasarana yang telah diadakan
juga rencananya seyogyanya memiliki biaya pemeliharan yang telah
dianggarkan

Kode : 10/W/F-1

Nama Informan : Agnes Tuwaidan, SE (Kasie Pembukuan)

Tanggal : 5 Oktober 2015

Jam : 14:55 - 15:10 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Ibu, bagaimana kondisi pemanfaatan sistem dalam proses
administrassi pajak daerah terutama yang berkaitan dengan tugas kerja
Ibu?

Informan | Belum bisa dimanfaatkan sampai ke Bidang Penagihan, sehingga kami

masih menjalankan proses administrasinya secara manual, seprti
dalam pembuatan Surat Tagihan, karena di SIMDA - pendapatan
belum mengakomodir sampai disana
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Peneliti

Informan

Kemudian, untuk kelancaran pekerjaan sehari-hari apakah ada kendala
yang Ibu hadapai?

Ada, yaitu Jumlah komputer dan laptop yang ada di kantor dari segi
jumlahnya belum mencukupi selain itu pembagiannya pun belum
merata sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengakses SIMDA
Pendapatan, selain itu jaringannya pun belum disempurnakan, hal
seperti ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pembuatan
laporan realisasi bulanan karena sering terlambat

Kode

: 11/W/F-1

Nama Informan : Ervina Lahia, SE (Kabid PBB-P2 dan BPHTB)

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

: 7 Oktober 2015

:13:05 - 14:00 WITA

: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

: Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Menurut Ibu, apakah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sekarang?

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah saat ini adalah:

1) Sudah memiliki aturan hukum dalam menjalankan tupoksi /
pemungutan

2) Telah dilaksanakan upaya pemeliharaan sistemn

Sedangkan yang masih menjadi kelemahan adalah:

1) SDM yang belum kuat, karena hal itu merupakan pondasi bagi
pelaksanaan pekerjaan harian

2) Sisdur yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya karena
masih menghadapi beberapa kendala

3) Masih rendahnya tingkat kesadaran dari wajib-wajib pajak

Peneliti

Informan

Bagimana upaya yang ditempuh untuk menanggulangi kelemahan

yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Kiat dan upaya yang dapat ditempuh antara lain:

1) Penempatan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu terutama
yang terkait dengan upaya peninigkatan penerimaan pendapatan

2) Pengelolaan pajak daerah yang sesuai dengan Kepmendagri No. 43
Tahun 1999 tetapi belum bisa sepenuhnya dilaksanakan.

3) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak, karena tingkat
kesadaran wajib pajak yang masih rendah mengindikasikan
kurangnya sosialiasi langsung dengan wajib pajak atau
berkomunikasi aktif dengan wajib pajak

Peneliti
Informan

Apakah ada permasalahan lainnya yang masih menjadi kendala?
Ada, yaitu dalam pengelolaan Self dan official Assestment yang sering
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melenceng dari Sisdur, misalnya:

1) Administrasi SPTPD setiap bulannya harus berdasarkan bulan
bukan berdasarkan wajib pajak, misalnya pajak reklame, jika
pembayaran per triwulan di file ke 1 wajib pajak bukan diurutkan
per bulan

2) Penerbitan sanksi administrasi seharusnya terbit ketika tidak
melapor dan tidak membayar sehingga dapat dikenakan kenaikan
25% + 2 % tetapi dalam pelaksanaannya sering ada penundaan dan
belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya

3) Pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) masih
ada administrasi yang belum connect sistem, sehingga sistem
penerbitan SK Kepala Dinas seharusnya by system tetapi belum
bisa dilakukan, selain itu belum terintegrasinya SISMIOP dengan
Simda — Pendapatan dan Keuangan dan memiliki fitur-fitur yang
kurang lengkap dan malah ada yang tidak sesuai

4) Masih lemahnya kemampuan Dinas Pendapatan Daerah dalam
menghadapi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, sebagaimana yang
diamanatkan sesuai Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2012
tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual di
seluruh Indonesia dan pada tahun 2015 di Kota Bitung sendiri baru
masuk dalam tahap pembelajaran / uji coba jadi masih banyak
kendala yang menjadi kelemahan yang harus segera diselesaikan.

5) Pembayaran pajak daerah belum bisa dilakukan secara online

Peneliti

Informan

Apakah langkah awal yang dapat diambil untuk segera memperbaiki
administrasi di dalam kantor menghadapi Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual ini?

Ada beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain :

1) Pencatatan administrasi antara penerimaan dan pengeluaran atau
kirim dan kembali, contohnya pada penyampaian dan pelaporan
SPTPD masuk / keluar agar lebih ditertibkan sehingga dapat
sinkron jumlahnya, karena hal ini akan mempengaruhi pencatatan
atas pembayaran

2) BPHTB tidak tercatat dalam administrasi tetapi tercatat dalam
peneriman kas yang disebabkan oleh tidak dilakukan Verifikasi
atau pelaporan ke dinas dari Notaris/Camat setempat

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses Verifikasi di Dinas
Pendapatan Daerah saat ini?

Jumlah Verifikasi di Dinas Pendapatan Daerah sampai saat ini dinilai
masih sangat kurang, entah PPAT yang malas walaupun secara aturan
telah diatur namun karena Pemerintah daerah tidak dapat memaksa
dnegan memberikan sanksi secara langsung karena jika tidak melapor,
karena secara aturan yang dimuat dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-
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Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
telah dijelaskan bahwa akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.
250 ribu yang mekanisme pengawasan dan pengenaan dinilai oleh
pemerintah daerah masih lemah, selain itu merupakan kewenangan
pemerintah pusat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses pemungutan pada Pajak
Bumi dan Bangunan, apakah masih terdapat kendala atau hambatan?
Ya, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain belum
adanya Peta Blok sehingga mengakibatkan belum adanya pemetaan
wilayah namun dari segi sarana dan prasarana penunjang sudah cukup
memadai

Peneliti

Informan

Strategi apa yang baik dilaksanakan dalam rangka optimalisasi proses

pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?

Ada beberapa strategi yang baik untuk dilaksanakan, yaitu:

1) Dilapangan yang utama adalah alangkah lebih baiknya ada staf
yang khusus menjadi orang dilapangan, sehingga fokusnya adalah
melakukan pendataan setiap waktu tetapi belum ada, karena
selama ini staf dikantor masih terbagi antara pekerjaan kantor dan
pekerjaan lapangan atau bisa dikatakan masih kurangnya tenaga
ahli yang terlatih.

2) Masih rendahnya tingkat pemahaman aparat pemungut pajak baik
yang ada di internal dinas maupun pada instansi teknis di
lapangan, contoh praktisnya yaitu aparatur Kelurahan dari Lurah
sampai level Kepala Lingkungan atau Kepala RT. Hal ini dapat
dibuktikan dari ada beberapa lurah yang belum memahami betul
kondisi dan potensi wilayah kerjanya masing-masing bahkan tidak
tahu menahu berapa luasan wilayah kerjanya.

Peneliti

Informan

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran
kelurahan dalam rangka optimaliasi penerimaan pajak daerah?

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta
kelurahan bisa dilihat dari sisi kontrol dan pengawasan yang dapat
dilaksanakan lewat rapat evaluasi setiap bulannya dengan
membandingkan antara target dan realisasi serta berusaha
memecahkan masalah-masalah pemungutan pajak daerah yang ada di
kelurahan bersama-sama, selain itu dapat juga dilakukan sosialisasi
sebagai bentuk peningkatan pemahaman aparat pemungut pajak di
level Kecamatan dan Kelurahan

Peneliti
informan

Apakah keuntungan pembayaran pajak secara online?

Kentungannya antara lain adalah :

1) DIPENDA tidak perlu lagi mencetak STTS

2) Tidak sibuk menginput tanda setoran pajak dana bisa mendapat
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akses terhadap data realiasi harian
3) Tanpa ada laporan bulanan atau dapat dilihat perkembangan
pendapatan setiap hari secara online

Kode

: 12/W/F-1

Nama Informan : Fitriati Kuraisi (Pengelola Rumah Makan Minang Jaya)

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

: 8 Oktober 2015

: 10:00 — 10:30 WITA

: Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

: Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Apakah Ibu sudah mengetahui prosedur pelaporan pajak daerah di
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Iya saya sudah mengetahui bagaiman untuk menyetor sendiri ke bank
dan bagaimana cara mengisi SPTPD sepeti yang sudah dijelaskan
kepada saya oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah

Peneliti

Informan

Apakah dalam kegiatan usaha, rumah makan ini telah menggunakan
bill?

Iya, kami sudah menggunakan bill, namun masih ada kendala dalam
pemungutan pajak restoran sebesar 10% yaitu ada beberapa warga
yang belum paham dan menanyakan pengenaan 10% nya yang dinilai
memberatkan mereka hal ini sering terutama bagai pembeli
perorangan yang tidak makan ditempat bahkan ada yang menolak,
namun untuk yang makan secara berkelompok dan dari instansi
pemerintah rata-rata mereka sudah paham

Peneliti

Informan

Apakah laporan bulanan yang Ibu buat masih disampaikan lewat
petugas pemungut atau dibawa langsung ke kantor, karena
sebagaimana penerapan sistem yang baru wajib pajak dituntut untuk
lebih mandiri?

Sampai saat ini masih dititipkan kepada petugas dan sudah 2 bulan
terakhir memang ada keterlambatan pelaporan karena ada kesibukan
lain dan tidak ada orang / saudara yang menggantikan

Peneliti

Informan

Apakah Ibu mengetahui kalau keterlambatan melapor dikenakan
sanksi administrasi?

Saya belum tahu, namun memang bulan kemarin terlambat karena apa
boleh buat tidak ada orang yang menggantikan dan akhir-akhir ini
dagang juga tidak stablil

Observasi Sederhana

Peneliti

Apakah Ibu sudah paham betul cara pengisin SPTPD dan apakah ada
Invoice yang dilampirkan ketika melapor? Bolehkah saya melihatnya
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saat ibu mengisinya? (sambil mengamati proses pengisian)

Informan | Boleh, (Wajib Pajak sementara mengisi SPTPD) ...

Peneliti | Tanggapan: setelah diperhatikan masih ada point-point yang tidak diisi
oleh wajib pajak dan hal ini akan mempengaruhi kebenaran informasi
yang ada pada database SIMDA - Pendapatan, selanjutnya petugas
memberi arahan mengenai cara pengisian yang benar.

Kode : 13/W/F-1

Nama Informan : Siswati Naomi (Pemilik Rumah Makan Anugerah)

Tanggal : 8 Oktober 2015

Jam :10:40 - 11:15 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Calon Wajib Pajak (Baru Terdaftar)

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui jika memiliki usaha rumah
makan, wajib melakukan penyetoran pajak restoran?

Informan | Belum tahu, saya baru tahu ketika ada petugas yang melakukan
pendaftaran dan memberikan penjelasan serta informasi mengenai hal
ini bahwa ada kewajiban sebagai pengusaha rumah makan

Peneliti | Apakah Ibu sudah paham betul tentang mekanisme pelaporan dan
penyetoran pajaknya?

Informan | Saya belum mengetahuinya karena biasanya yang mengurus itu suami
saya yang saat ini kebutulan sedang bekerja di kantor dan jika melapor
sendiri memang kami terkendala sedikit dengan jarak yang cukup jauh
ke kantor dinas

Peneliti | Apakah Ibu sudah menggunakan nota / bill, karena hal itu diwajibkan?

Informan | Saya belum memakai nota, karena usaha ini masih baru dimulai,
mungkin kedepannya akan digunakan, selain itu saya sudah membuat
pembukuan sederhana yaitu catatan jumlah uang masuk-keluar tapi
belum buat notanya

Peneliti | Apakah tempat usaha ini milik ibu sendiri?

Informan | Memang usaha ini, bangunannya milik saya sendirt namun saya
pinjam tanah / tempat untuk berjualan kepada pemilik tanah untuk
dipakai usaha rumah makan

Peneliti | Jam berapa operasi usaha ini?

Informan | Buka mulai jam 08:30 WITA dan tutup jam 18:00 WITA

Kode : 14/W/F-1

Nama Informan : Fanya Dengah (Pengelola Berlian Jaya Motor —

Pajak Reklame)

Tanggal : 8 Oktober 2015
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Jam :11:20 - 11:35 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Apakah ibu sudah paham mengenai prosedur pelaporan pajak
reklame?

Informan | Kami belum mengetahui mengenai prosedur pelaporan pajak reklame
sebelumnya karena usaha ini merupakan usaha baru berdiri pertama di
Kota Bitung, selain itu dulu memang sudah pernah ada petugas yang
menjelaskan tetapi tidak bertemu langsung dengan pimpinan kami,
namun informasi tersebut sudah sempat kami teruskan ke Dinas
Pendapatan Daerah

Peneliti | Bagaimana tanggapan Ibu jika ada sosialisasi terkait pajak reklame?

Informan | Ogh itu merupakan hal yang baik, sehingga kedepan diharapkan kami
akan lebih mengeti prosedur pelaporan pajaknya

Kode 1 15/W/F-1

Nama Informan : Getsy Pulungkeweng (Pengelola Hotel dan Hiburan)

Tanggal : 8 Oktober 2015

Jam :11:40 - 12:10 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Ibu bagaimana mekanisme pelaporan pajak hotel dan
hiburan, apakah ada hambatan atau kendala?

Informan | Secara prosedur memang tidak ada kendala maupun hambatan, selama
ini memang sudah jelas namun beberapa bulan ini kami sering
emndapat SKPDKB dan Surat tagihan, memang saya mengakui itu
dari kesalahan pribadi saya yang terlambat melapor karena tidak ada
orang lain yang dapat menggantikan saya ketika saya sakit , sehingga
secara prosedur dari dinas tidak ada kendala, hanya keterbatasan
pegawai kami

Peneliti | Apakah usaha ini sudah menggunakan nota / bill?

Informan | Sudah ada nota dan bill dan ikut disertakan sebagai lampiran laporan
bulanan kami ke kantor dinas

Peneliti | Berapa jumlah pegawai di sini dan jam berapa operasinya?

Informan | Jumlah pegawai yang ada di hotel adalah 9 pegawai dan jumlah
pegawai yang ada di tempat hiburan sebanyak 5 pegawai, sedangkan
jam operasinya untuk hotel buka 24 jam dan hiburan water work buka
jam 08:00 WITA s/d 20:00 WITA
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Peneliti | Apakah ada kendala lainnya dalam hal pelaporan dan penyetoran
pajak hotel dan hiburan ini?

Informan | Proses pembayaran di bank tidak ada kendala dan pelaporannya pun
kami saudah paham

Kode : 16/W/F-1

Nama Informan : Elsina Sangiang (Pengelola CV. Mitra Gas Service — Pajak

Reklame)

Tanggal : 12 Oktober 2015

Jam :09:55-10:18 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Berapa jumlah pegawai di kantor ini?

Informan | Jumlahnya 3 orang

Peneliti | Apakah ibu tahu bahwa mulai saat ini Dinas Pendapatan Daerah Sudah
menggunakan sistem, sehingga wajib pajak harus melaporkan sendiri
kewajiban pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah, bagaimana
tanggapan Ibu?

Informan | Ogh jika memang seperti itu, maka kami akan mengikuti sesuai aturan
yang telah ditetapkan dengan melaporkan sendiri kewajiban pajak
reklame kami ke kantor Dinas Pendapatan Daerah ota Bitung

Peneliti | Apakah Ibu sudah mengerti prosedur atau tata cara perpajakan yang
selama ini telah berjalan?

Informan | Saya sudah mengetahui dan cukup paham mengenai tata cara
perpajakan, bagaimana pelaporan dan pembayarannya, pengisian
SPTPD, jatuh tempo dan masa pajak reklame itu sendiri serta jika
kami merasa ada kesulitan / kurang jelas maka dapat kami tanyakan
langsung ke petugas

Kode : 17/W/F-1

Nama Informan : Jhon Tumbelo (Pengelola PT. Sinar Galesong Mandiri —

Wajib Pajak Reklame, BPHTB dan PBB-P2)

Tanggal : 12 Oktober 2015

Jam :13:05 - 13:33 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara
Peneliti | Apakah Bapak sudah mengetahui dengan baik bagaimana prosedur

pembayaran pajak daerah di Kota Bitung?
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Informan | Saya sudah mengetahui bagaimana prosedur pembayaran pajak yanga
da di Kota Bitung dan biasanya Saya sendiri yang melaporkan ke
kantor jika memang ada pemasangan reklame di pinggir jalan
(Insidentil)

Peneliti | Menurut Bapak, bagaiman proses atau alur pelaporannya ?

Informan | Secara umu sudah bagus prosesnya, hanya saja butuh sosialisasi /
penjelasan lebih rinci lagi dari Dinas, khususnya yang terkait dengan
item-item apa saja yang dikenakan pajak reklame, sehingga kita
menjadi lebih paham, jika ada sosialisasi hal itu sangat membantu

Peneliti | Apa Bapak punya masukan bagi omptimalisasi pemungutan pajak ini?

Informan | Mungkin berhubungan dengan pajak reklame yaitu untuk standar /
perhitungan objek mana yang kena pajak belum jelas, lebih bagus ada
petugas yang membantu, selain itu karena kesibukan sering kami lupa
menanyakan / tidak sempat

Peneliti | Berapa jumlah pegawai yang bekerja di sini Pak?

Informan | Seluruhnya berjumlah 8 orang sampai satpam

Peneliti | Selanjutnya, Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan
pemungutan PBB-P2 dan BPHTB di Kota Bitung?

Informan | Proses pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB Saya rasa tidak ada masalah
dan dahulu kami memang pernah mengurus PBB-P2 dan BPHTB
untuk lokasi dealer ini dan waktu pengurusannya pun tidak lama,
prosedurnya cukup mudah dan sudah baik

Peneliti | Bagaimana tanggapan Bapak tentang wajib pajak yang mandiri?

Informan | Sebagai pengelola dan pemilik usaha yang ada di Kota Bitung saat ini
menjadi tuntutan sesuai aturan yang berlaku dan tentu saja kontribusi
wajib ini membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dengan
sikap taat kami sebagai wajib pajak

Kode : 18/W/F-1

Nama Informan : Evy (Pemilik Sion Digital Printing — Pajak Reklame)

Tanggal : 12 Oktober 2015

Jam : 13:45 - 14:02 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui jika da pemasangan
reklame wajib membayar pajak reklame?

Informan | Iya saya sudah tahu sebelumnya karena sebelum saya membuka usaha

di Kota Bitung, sebelumnya saya telah membuka usaha di Kota
Manado dan saya tahu bahwa pajak reklama merupakan pajak daerah
dan dipungut ketika ada pemasangan reklame
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Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai prose pemungutan pajak relame
di Kota Bitung?

Proses pemungutan dan pembayarannya sudah cukup lancar dan ada
petugas yang rutin datang menyampaikan SPTPD pada kami dan
sudah sering kami melapor sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bitung

Peneliti

Informan

Proses pemungutan pajak di Kota Bitung sendiri saat ini sudah lewat
sistem dan wajib pajak harus melaporkan sendiri kewajiban pajaknya
dan SPTPD sudah tidak diantar jemput lagi, Bagaimana tanggapan
Ibu?

Menurut Saya pribadi melapor sendir lebih sulit karena waktu dan
agak merepotkan, jika da petugas yang mengantar akan ada yang
mengingatkan, sehingga kami tidak lupa kewajiban kami sebagai
wajib pajak dan prosedur yang selama ini ada petugas yang rutin
mengantar cukup enak dan memudahkan kami

Kode

: 19/W/F-2

Nama Informan : Kel. Yamin Ambo (Pemilik Toko Sinar Mas Motor — Wajib

Pajak Air Tanah dan Sarang Burung Walet)

Tanggal : 12 Oktober 2015

Jam : 14:15 - 14:35 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa saat ini proses
pemungutan pajak daerah telah menggunakan sistem, sehingga wajib
pajak dituntut untuk melapor kewajibannya sendiri ke kantor Dinas
Pendapatan Daerah?

Informan | Menurut kami kami sampai saat ini belum bisa melapor sendiri
kewajiban perpajakan kami ke kantor Dinas Pendapatan Daerah
karena masih terkendala pada tidak adanya waktu luang karena tidak
ada orang yang dapat menggantikan sehingga lebih baik jika ada
petugas yang mengantar jemput SPTPD nya

Peneliti | Untuk pajak sarang burung walet, apakah Bapak dan Ibu sudah
mengerti tata cara / prosedur pemungutan pajaknya?

Informan | Iya, kami sudah paham untuk sarang burung walet pelaporannya dapat
dilakukan setiap bulan, namun biasanya ketika sudah panen baru
melapor dan ada pengenaan pajaknya

Peneliti | Apakah ada kendala yang Bapak dan Ibu rasakan dalam proses
pemungutan pajak seakrang?
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Informan | Ada, yaitu untuk pajak air tanah perubahan ketentuan perhitungan
klasifikasi usaha yang masuk niaga kecil adn besar pada Peraturan
Walikota yang abru mohon untuk disosialisasikan karena belum ada
klasifikasi yang jelas untuk pengkategorian jenis usaha dan Kami
merasa di beratkan jika masuk dalam kategori niaga besar

Peneliti | Secara umum Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti bagaimana tata
cara / prosedur pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?

Informan | Kamis sudah mengetahui dan paham mulai dari tanggal jatuh tempo,
cara pembayaran dampai penyetoran sudah paham

Kode : 20/W/F-1

Nama Informan : Mendy Pangemanan (Pengelola PT. Sinarmas Multifinance

— Pajak Reklame)

Tanggal : 13 Oktober 2015

Jam : 14:45 - 15:20 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Apakah Ibu sudah paham Bagaimana proses pemungutan pajak daerah
di Kota Bitung?

Informan | Saya belum banyak mengetahuinya karena saya merupakan pegawai
baru disini dan yang biasa menangani pembayaran Pajaknya telah
dipindah ke cabang yang lain jadi masih belum jelas dan harus banyak
belajar

Peneliti | Saat ini proses pemungutan pajak daerah telah menggunakan sistem
dan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dengan melaporkan
kewajiban pajaknya lebih mandiri, sehingga tidak tergantung petugas
yang mengantar jemput SPTPDnya, Bagaimana tanggapan Ibu?

Informan | Jika memang itu merupakan prosedurnya yang baru, kami siap untuk
melaporkan kewajiban pajak kami sendiri apa lai reklame yang kami
pasang sifatnya permanen sehingga bisa dibayar untuk msa pajak
tahunan

Kode : 21/W/F-1

Nama Informan : Fitrah Mustamin (Pengelola Bess Finance — Pajak Reklame)

Tanggal : 13 Oktober 2015

Jam : 15:30 ~ 15:56 WITA

Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah
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Materi Wawancara

Peneliti | Apakah Ibu sduah paham proses pemungutan pajak daerah di Kota
Bitung?

Informan | Ya saya sudah cukup jelas, selain itu ada petugas yang setiap triwulan
mengantar jemput SPTPD pajak reklame ini

Peneliti | Bagaimana tanggapan Ibu mengenai melapor sendiri ke Kantor
DIPENDA sehingga tidak ada petugas yang mengantar jemput
SPTPDnya karena telah menggunakan sistem?

Informan | Ya jika aturannya demikian maka Kami bersedia untuk melapor
sendir kewajiban perpajakan kami untuk pajak reklame

Peneliti | Apakah terdapat kendala dalam pelaporan atau mekanisme
pembayaran pajak daerah di Kota Bitung?

Informan | Sejauh ini tidak ada kendala untuk pelaporan ke kantor atau
pembayarannya lewat Bank Sulut

Peneliti | Apakah ada saran yang dapat Ibu sampaikan untuk optimalisasi
pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?

Informan | Mengingat adanya perubahan dalam aturan pelaksanaan pemungutan
pajak ini, alangkah baiknya untuk diadakan sosialisasi sehingga kami
sebagai wajib pajak akan menjadi lebih mengerti dan jika ada
pertanyaan dapat langsung mendapat jawabannya lewat sosialisasi
tersebut

Kode : 22/W/F-1

Nama Informan : Rosita K. Giansi, SE (Lurah Girian Weru Satu)

Tanggal : 13 Oktober 2015

Jam : 12:50 - 13:35 WITA

Tempat : Lokasi Kantor Lurah

Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Ibu Lurah apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan
khususnya yang dihadapi oleh Kelurahan Girian Weru Satu sebagai
mitra kerja Dinas pendapatan Daerah dalam melaksanakan
pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?

Informan | Menurut Saya ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan

kami. Kekuatannya adalah:

1) Aparat kelurahan yaitu Kepala Lingkungan dan Kepala RT aktif
dengan turun langsung ke tempat tinggal wajib pajak khususnya
adalam proses pemungutan PBB-P2 sebelum jatuh tempo

2) Dengan turun lapangan secara langsung Kita dapat mengetahui
permasalahan yang ada untuk segera di cari solusinya, hal ini
terbukti sebelum jatuh tempo PBB, pada tanggal 12 Agustus 2015

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 157

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42271.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

Kelurahan Girian WeruSatu sudah mencapai 100%
Sedangkan kelemahan yang masih perlu dibenahi adalah:
Masih rendahnya tingkat kesadaran dari para warga masyarakat untuk
tat membayar pajak, misalnya masiha da yang sering lari-lari walau
wajib pajak sudah sering diberi pendekatan persuasif dan sosialisasi
masih tetap kebal untuk membayar

Peneliti

Informan

Bagaimana upaya Ibu Lurah untuk mengatasi kendala masih
rendahnya tingkat kesadaran warga setempat dalam membayar pajak?
Ada beberapa cara yang kami terapkan antara lain:

1) Ketika wajib pajak tersebut memerlukan surat-surat dari Kelurahan
atau ketika mereka akan mengurus surat-surat, kami menjadikan
Wajib Lunas PBB tahun berjalan sebagai salah satu prasyarat
kelengkapan berkas permohonan surat yang diajukan ke Kelurahan
tanpa ada pengecualian

2) Pada setiap acara-acara kemasyarakatan yang melibatkan peran
kelurahan, Saya sering menginstruksikan setiap aparat yang
mewakili untuk dapat memberi sosialisasi singkat mengenai proses
pemungutan pajak, terutama kewajiban setiap warga negara yang
harus dipenuhi

Peneliti

Informan

Dari sisi SDM sendiri, menurut Ibu Lurah Bagaimana kondisi SDM
aparat yang ada di Kelurahan ini?

Menurut Saya, SDM yanga da sudah cukup baik dalam menjelaskan
ke masyarakat mengenai kewajibannya.

Peneliti

Informan

Apakah ada saran dari Ibu Lurah terkait dengan upaya optimaliasi
proses pemungutan pajak daerah ini di Kota Bitung?

Ada, yaitu setiap rapat evaluasi bulanan yang kami adakan satu bulan
satu kali setiap awal bulan merupakan fungsi kontrol dan pengawasan
serta diskusi untuk memecahakan permasalahan teknis dilapangan dan
mengoptimalkan capaian realiasi dari target yang telah ditetapkan
dalam APBD, khususnya dalam proses pemungutan PBB dan
koordinasi pemungutan pajak lainnya

Selain itu untuk pencairan Upah Pungut (UP) bagi aparat pemugut di
Kelurahan lebih tepat waktu karena hal itu merupakan bentuk
pengakuan Pemerintah Kota Bitung akan kinerja aparat Kelurahan,
jika kinerjanya baik sudah sewajarnya mendapat hak tepat waktu

Kode

: 23/W/F-1

Nama Informan : Jhony Wenur, SE, MM (Kabid Penetapan)

Tanggal
Jam
Tempat
Topik

: 26 Oktober 2015

:15:40-16:30 WITA

: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

: Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah
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Materi Wawancara

Peneliti

Informan

Menurut Bapak, Apakah yang menjadi Kekuatan dan Kelemahan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung ?
Ada beberapa point yang menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas
Pendapatan Daerah yaitu kekuatannya bisa dilihat dari :
1) Struktur organisasi yang telah terisi oleh para pejabat yang ada,
sehingga dapat melaksanakan tugas
2) Sudah sebagian besar pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan, walaupun ada sebagian lagi seperti para staf yang
masih lulusan SMA.
Sedangkan dari sisi kelemahannya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas
yang sesuai tupoksi, jadi walaupun sudah memiliki struktur organisasi
namun belum optimal, karena penguasaan terhadap kerja belum
sepenuhnya dikuasasi yang terlihat dari tingkat kemampuan / SDM
yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, walaupun standar
pendidikan bisa dikata sudah sama yaitu sarjana namun dalam
prakteknya ketika bekerja berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Pada dasarnya staf yang memiliki tingkat pendidikan sarjana
seharusnya lebih memiliki sikap inisiatif dan kinerja yang tinggi,
namun kenyataannya hal itu tidak menjamin, karena ada beberapa
yang memiliki tanggung jawab, integritas dan sikap kerja yang masih
rendah. Misalnya: Pejabat Eselon IV / Kasie, seharusnya merupakan
ujung tombak tapi ada beberapa yang berharap Kabid dan sebagian
menyuruh staf yang mengerjakan padahal seharusnya staf hanya
membantu yang mengerjakan Kasie.

Penliti
Informan

Menurut Bapak bagaimana gaya kepemimpinan di kantor ini?

Hal ini terkait dengan Manajemen Pimpinan, gaya memimpin berbeda
setiap pimpinan, semua yang menentukan dari pusat / komitmen
pimpinan yang bisa diterima staf ada juga yang tidak bisa diterima
oleh staf. Karena sebagian pemimpin ada yang totaliter jadi anak buah
kurang memiliki sikap inisiatif dan lebih bersifat pasif atau menunggu
petunjuk pimpinan mirip dengan struktur komando di militer / kurang
inisiatif

Peneliti

Informan

Bagaimana dengan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan

Daerah dalam melaksanakan tugas kerjanya?

Ada beberapa kendala yang dirasakan dan dihadapi oleh Dinas

Pendapatan Daerah saaat ini, antara lain:

1) Untuk administrasi perpajakan saya rasa sudah berjalan dengan
baik, hanya saja orang-orang atau pelaksana / pegawai yang
sebagian harus lebih berkreasi, inovatif dan menata proses yang
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ada

2) Dari sisi wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kesadaran wajib
pajak yang masih relatif rendah, sehingga perlu banyak dilakukan
pembinaan / sosialisasi, jangan dibiarkan bebas dan harus ada
kontrol / dikendalikan

3) Kondisi ekonomi yang lesu, turut mempengaruhi pemungutan
pajak daerah, misalnya pajak hotel, restoran sehingga berkurang
dan berfluktuasi

4) Pemanfaatan SIMDA — Pendapatan tidak terencana dengan baik,
hal ini disebabkan oleh perencanaan pengadaan sistem dari awal
yang belum matang, seharusnya perencanaan bagaimana / apa saja
yang prosesnya dipersiapkan dulu, dalam perjanjiannya harus ada
konsultan yang mengurus, baru dikontrakan ke pihak ketiga atau
ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), baru
diserahkan ke Pemkot.

5) Terkait dengan SIMDA — Pendapatan dalam proses
penggunaannya belum bisa di otak-atik sesuai kebutuhan karena
berbeda dengan SISMIOP PBB selain terdapat beda konsultan,
sehingga apa yang diperlukan dalam penyesuaian dengan proses di
kantor ini setiap saat belum bisa drubah setiap saat, karena hal ini
tidak diatur / tidak ada MOU nya dari awal.

6) Penerapan sanksi administrasi untuk setiap wajib pajak yang tidak
menyelesaikan kewajibannya / menunggak masih lemah, karena
sifatnya persuasif sehingga belum bisa sampai ke pidana, selain itu
adanya keterbatasan aparat yaitu penyidik dan juru sita yang
berkaitan dengan pemeriksaan objek pajak, terutama untuk jenis
pajak Self Assestmentyang laporannya belum sesuai, sehingga
butuh tim pemeriksa yang berkompeten / profesional

7) Perlunya pembenahan pada pembagian tugas kerja di lapangan dan
administrasi di kantor, yang kelihatannya masih terlalu banyak di
lapangan, kemudian pada akhirnya menyebabkan tugas
administrasi di kantor terabaikan. Contohnya pejabat eselon IV
tidak perlu dilapangan namun dapat membantu level kabid dengan
melakukan pengkajian dalam proses kerja , pembuatan laporan
serta memberi masukan secara langsung kepada kabid. Akan tetapi
kenyataannya tugas tambahan kelihatannya lebih besar dari pada
tugas pokok / terkesan terlupakan, hal ini tentu saja mengakibatkan
tidak dapat diambil kebijakan yang sinergi

Peneliti

Informan

Menurut Bapak, kiat-kiat atau program kerja yang baik untuk

dilaksanakan apa?

1) Mengkaji potensi dari masing-masing wajib pajak / ob jek pajak
sehingga setiap saat dapat dihitung kemampuan perbulan, misalnya
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wajib pajak hotel di data kembali / dihitung / dikaji dalam
menentukan target

2) Meningkatkan SDM dengan mengkaji penempatan pegawai sesuai
tupoksi / diatur ulang agar bergerak lebih baik, kadang kala terlalu
lama di satu posisi dapat menyebabkan turunnya semangat kerja

3) Meningkatkan point sosialiasi seperti yang ada dalam Restra
DIPENDA, perlunya adanya kesinambunagan, tidak boleh
terputus- putus per periode harus jalan terus, sehingga
perencanaannya pun perlu diatur kembali

4) Menyempurnakan kegiatan restra yang belum memiliki indikator
kinerja, penyusunan renstra sedapat mungkin di diskusikan
bersama, namun yang sering menjadi kendala dalam
penyusunannya tidak dibahas bersama, langsung jadi, faktor waktu
yang terbatas dan kemampuan penyusun juga menyebabkan
keterbatasan renstra, schingga kedepannnya diharapkan harus jelas
dalam penyusunan renstra

Peneliti

Informan

Menurut Bapak, bagaimana tentang budaya kerja di Dinas Pendapatan
Daerah sehari-hari?

Budaya kerja schari-hari pegawai DIPENDA belum terlalu baik,
masih kurang, karena masih senang untuk tidak bekerja, merasa
bangga dan mempengaruhi lingkungan, sehingga melemahkan yang
lain. Untuk pegawai yang memiliki kinerja kurang baik selama ini
hanya sampai surat teguran dalam penindakannya, sehingga kurang
menggigit dan berbeda dengan swasta, masih adanya sikap
memandang remeh.

Untuk sistem karir Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan swasta, di
PNS seperti bermain ular tangga, jika dapat tangga maka naik cepat
tinggi sekali, kalau dapat ular turun cepat padahal sudah dekat
pensiun. Olehkarena itu sebaiknya jenjang karir di birokrat harus lebih
jelas, karena saat ini masih ada yang kurang jelas.

Kode

: 24/W/F-2

Nama Informan : Drs. James Mangilaleng dan Jandry Putong, SE (Kabid

Pendaftaran dan Kasie Pengembangan Pendapatan)

Tanggal : 26 Oktober 2015
Jam :16:32 - 18:20
Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah
Materi Wawancara
Peneliti | Menurut Bapak-Bapak apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
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Informan

Kekuatannya adalah :

1)

2)

Kekompakan team dalam bentuk kebersamaan untuk mencapai
tujuan organisasi dalam memungut pajak daerah
Sudah adanya aturan-aturan pelaksanaan / dasar hukumnya

Sedangkan kelemahannya adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya

Kelemahan dalam hal penerapan aturan pendukung, sehingga
penerapannya masih terbatas, eksekusinya kurang dan tidak tegas
atau penindakan belum optimal

Koordinasi antar SKPD yang masih kurang baik, karena masih
terlihat antara unit terkait masih jalan sendiri-sendiri, sedangkan
jika dibandingkan dengan kabupatgen / kota lain sudah sampai
kerjasama di tingkat kepolisian dan kejaksaan

Pembuatan Undang-Undang masih setengah-setengah, karena di
dalam UU No. 28 tahun 2009 misalnya, memang dijelaskan bahwa
daerah diberikan kebebasan untuk menentukan aturan tertulis
dalam bentuk perda sepanjang tidak bertentangan dengan aturan
yang ada diatasnya, namun pada kenyataannya hal itu justru
merupakan bentuk intervensi pusat ke daerah

Penentuan target pajak sering mendapat intervensi dari dewan dan
Dinas Pendapatan Daerah tidak diberikan otoritas penuh dalam
penetapannya, karena sering kali target yang telah ditetapkan
sudah fix namun masih dirubah.

Banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih, karena lemah dalam
eksekusi di lapangan, sesuai ketentuan mengisyaratkan cukup
dengan surat tugas, namun keberanian pimpinan masih kurang.
Contoh kasus pada pajak rumah makan, masih banyak wajib pajak
yang menyetor Rp 100.000,- per bulannya tetapi terbentur pada
kemauan dan keberanian aparat untuk menindas atau melakukan
eksekusi (Pelaporan dari wajib pajak yang dimasukan masih
kurnag benar)

Terkait upaya penindakan yang ada, sebenarnya dapat dilakukan
bentuk kerjasama dengan Satpol PP, namun sangat disayangkan
hal ini belum jalan, karena selama ini Satpol PP Cuma dalam
rangka pengamanan / membantu, Dinas Pendapatan seyogyanya
tidak bisa melepas begitu saja kepada Satpol PP untuk
melaksanakan pengamanan.

Peneliti

Informan

Menurut Bapak-Bapak, apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bitung?

1)

Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak
berbeda-beda, sehingga perlu dijelaskan kembali ke wajib-wajib
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2)

3)

pajak mengenai mekanisme perpajakan yang ada, tentu saja
kedepan sosialisasi perlu di tingkatkan.

Selain itu sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak
menyetor sendiri, tidak mau repot dengan alasan tidak ada waktu
dan hanya menitipkannya pada petugas untuk menyetor. Hal ini
tentu membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian wajib
pajak

Sikap penghindaran wajib pajak, sering main kucing-kucingan
dengan petugas dan sering lari-lari dari kewajibannya, contohnya
untuk wajib pajak reklame sesuai ketentuan harus lapor dulu
sebelum melakukan pemasangan, tetapi realitanya pasang dulu
baru lapor bahkan ada yang tidak melapor sama sekali.

Peneliti

Informan

Kedepannya menurut Bapak-Bapak, bagaimana strategi yang baik
untuk dilaksanakan?

1y

2)

3)

Penerapan Simda —~ Pendapatan sudah bagus untuk dijalankan
dengan begitu membuat wajib pajak lebih mandiri dalam
melaporkan sendiri kewajibannya

Pengembangan sarana dan prasarana, misalnya dengan
mengoptimalkan penggunaan kendaraan roda dua lewat pembagian
jadwal turun lapangan, karena jangkauan DIPENDA sudah lebih
luas dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan
pemanfaatannya pun harus fokus pada operasional kegiatan kerja
sebagai bentuk antisipasi kedepannya

Meningkatkan  kesejahteraan pegawai karena DIPENDA
mengurusi satu Kota Bitung jadi sudah sewajarnya perlu
diperhatikan

Peneliti

Informan

Adakah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh DIPENDA Kota Bitung
dalam rangka optimaliasi pemungutan pajak daerah?

1)

2)

3)

Daerah ini masih dalam tahap pembangunan sehingga banyak
investor yang menanamkan modal di Kota Bitung, dengan
keberadaan KEK, pembangunan jalan tol, keamanan terjamin,
stabilitas masyarakat yang Welcome dengan investor masuk
membuat masih terbuka lebarnya peluang investasi yang akan
dikembangkan

Jadi upaya untuk mengoptimalkan dengan cara mempertegas
aturan yang sudah ada, dilaksanakan sesuai prosedur, jangan
menerka-nerka dengan tidak memberikan kebebasan bernegosiasi
dengan wajib pajak

Menjelang moment pilkada di tahun 2015, sebaiknya memilih
pemimpin yang commitdengan perkembangan Kota dengan
membenahi apa-apa yang masih kurang-kurang sehingga lebih
baik untuk pembangunan Kota Bitung kedepannya
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4) Laksanakan koordinasi dengan lini terkait, baik internal di dalam
dinas dan eksternal diluar dinas, karena jika kurang koordinasi

maka kan menyebabkan proses pemungutan pajak tidak optimal

Kode : 25/W/F-2

Nama Informan : Jemy Gerung S.Sos dan Yuniky Raintung, S.AP (Kasie

Penagihan dan Staf DIPENDA)

Tanggal : 26 Oktober 2015

Jam : 18:30-18:40

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Menurut Bapak-Bapak, apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan
dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Informan | Kekuatannya adalah kebersamaan, kekompakan, kinerja dalam
melaksanakan tugas sehingga dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, sedangkan kelemahannya adalah alat penunjang fasilitas
seperti sistem pembayaran online belum ada, selain itu belum adanya
penyidik pajak sehingga dalam pemungutannya lemah, terutama dalam
menerapkan sanksi, kemudian kurangnya kerjasama antar SKPD
terutama SKPD teknis yang tidak membantu, namun bekerja sendiri-
sendiri

Peneliti | Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak
daerah?

Informan | Upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang pasti
adalah kerjasama dengan SKPD lain dengan alat penunjang fasilitas
yang sama, meningkatkan SDM yang masih kurang menguasi bidang
kerjanya, memperbanyak sosialisasi ke masyarakat serta
memperbanyak kerjasama dengan investor untuk masuk menanamkan
modal ke Kota Bitung, sehingga PADnya pun dapat ditingkatkan

Peneliti | Terus, bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan?

Informan | Ada beberapa wajib pajak yang belum membayar dengan benar

Kode : 26/W/F-2

Nama Informan : Jemy Makawimbang dan Charly (Wajib Pajak Mineral)

Tanggal : 280ktober 2015

Jam :11:50 - 12:00

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah
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Materi Wawancara

Peneliti | Selama tahun 2015 ini sudah berapa kali Bapak-Bapak menyetor pajak
mineral bukan logam dan batuan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung?

Informan | Tahun ini baru satu kali mengurus pajak di DIPENDA karena baru
bisa menyelesaikan satu pekerjaan secara swakelola yang dilakukan
sesuai kontrak kerjasama dengan Kepala Dinas PU

Peneliti | Dimana alamat lokasi kantor Bapak berada?

Informan | Di Kelurahan Girian Atas

Peneliti | Apakah jenis pekerjaan yang Bapak selesaikan tahun ini dan berapa
lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya?

Informan | Pemeliharaan rutin saluran air di Kelurahan Girian Atas dan biasanya
untuk satu kali pekerjaan memakan waktu + 21 hari

Peneliti | Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak mengenai proses pemungutan dan
pelaporannya?

Informan | Sebenarnya proses pemungutannya tidak sulit, namun tidak gampang
juga karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan
berkas-berkasnya pun harus dilengkapi, kemudian untuk penyetoran
pajaknya di Bank pun tidak ada kendala, hanya jika mati lampu saja
kami merasa terhambat
Selain itu karena DIPENDA baru menggunakan sistem hal ini jelas
menguntungkan kami karena proses bisa lebih cepat berbeda dengan
yang lalu sebelum-sebelumnya  yang kami rasa agak lama,
perhitungannya harus melalui beberapa tahap dan harus selalu minta
KTP padahal kami sudah lama terdaftar di DIPENDA sebagai wajib
pajak.

Peneliti | Bagaimana proses pemungutan fiskal yang ada?

Informan | Untuk pengurusan fiskalnya sendiri tidak ada masalah, namun yang
menulitkan kami ketika akan dilakukan pencairan dana di Bagian
Keuangan, jika ada salah ketik, maupun salah penulisan “titik” maka
berkas kami tidak bisa diproses dan harus diperbaiki lebih dahulu.

Kode : 27/W/F-1

Nama Informan : Pingkan S. Kapoh, S.PT, MAP (Sekretaris DIPENDA)

Tanggal : 290ktober 2015

Jam : 17:30-18:00

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara
Peneliti | Menurut Ibu Pingkan, Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan

yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
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Informan

Bentuk kekuatan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bitung adalah adanya kerjasama dalam pekerjaan, secara keseluruhan
kami dapat bekerjasama dalam satu lingkungan organiasi, walaupun
masih ada oknum yang tidak begitu mendukungnya. Namun jika kita
melihat secara keseluruhan sudah kompak tapi jika dikaji kembali
kenapa kompak memang hal itu kembali lagi tergantung pada atasan.
Sedangkan untuk kelemahannya dalah masih adanya ego sektoral,
contohnya masing-masing suka mengurus tupoksinya masing-masing,
kalaupun harus mengerjakan yang lain tidak berasal dari hari, jika
mendapat petunjuk baru dijalankan yang penting tugas selesai dihari
itu.

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai teknis pemungutan di lapangan
maupun proses adiministrasi di dalam kantor?

Yang menjadi kekuatan adanya banyak tenaga lapangan yang handal
itu merupakan salah satu bentuk kekuatan, sedangkan kelemahannya
adalah masih ada yang bekerja tidak sungguh-sungguh atau mencuri
tulang, yang bekerja betul itu tidak semua, misalnya dari 10 pegawai
yang mengerjakan Cuma 6 pegawai, Cuma untung tugas luar tapi
mereka berbohong, ya itu ujung-ujungnya kembali ke moral masing-
masing

Peneliti

Informan

Selanjutnya, Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Budaya Kerja di
Dinas ini?

Sudah bagus, organisasi solid jika di bandingkan dengan SKPD atau
unit kerja lainnya namun tetap semuanya tidak lepas dari peran
oknum-oknum didalamnya

Peneliti

Informan

Apakah ada kendala yang dihadapui oleh Dinas Pendapatan daerah

dalam proses pemungutan pajak daerah, jika ada mohon dijelaskan?

1) Kendala yang dihadapi adalah dari sisi wajib pajak yaitu tidak ada
ditempat, ada wajib pajak yang kurang peduli, ada yang cuek dan
tidak mau bayar

2) Dari sisi internal Dinas yaitu moral pegawai dan budaya kerja
harus cari orang yang cekatan dan jangan orang yang pencuri-
pencuri tulang

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai penggunaan SIMDA -
Pendapatan yang baru mulai digunakan pada pertengahan tahun 2015
ini?

Tanggapan mengenai SIMDA - Pendapatan dihubungkan dengan
pencatatan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sudah baik sekali,
walaupun sekarang masih dalam tahap pembenahan, mengingat
perkembangan teknologi yang semakin maju maka harus digunakan,
sehingga kedepannya diharapkan akan:

1) Menghemat tenaga kerja, menghemat anggaran dalam berbagai hal

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




42271.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

2) Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih terstruktur,
teradministrasi dan penghematan

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai wajib pajak yang kurang taat

dalam hal ini upaya Law Enforcement dari Dinas?

1) Penerapan aturan hukum baru sampai pada tahap sanksi / denda
dan surat peringatan bagi wajib pajak yang kurang taat

2) Untuk sanksi selanjutnya harus dilakukan lintas sektoral, namun
masih belum ada juru sita, penyidik dan koordinasi belum bisa
optimal

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai disiplin pegawai Dinas
Pendapatan Daerah?

Berhubungan dengan disiplin pegawai maka ada namanya pemberian
reward dan punishment, pemberian reward bagi pegawai yang
berprestasi secara langsung oleh atasan atau di berangkatkan ke luar
daerah. Untuik punishmentnya sendiri dapat dilakukan secara lisan,
juga melalui surat teguran atau langsung tindakan dalam bentuk
rekomendasi untuk keluar / mutasi

Peneliti
Informan

Bagaimana kondisi kepegawaian di Dinas Pendapatan Daerah?

1) Khusus DIPENDA kebutuhan akan pegawai masih kurang karena
jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lain masih terbilang
sedikit.

2) SDM masih cukup walaupun belum sesuai kriteria tapi bisa
ditutupi dengan belajar.

3) Dari segi struktur organisasinya sudah terisi semua dan sampai
sekarang kondisinya masih baik

Peneliti

Informan

Menurut Ibu Bagaimana strategi / kiat-kiat yang baik dilaksanakan

kedepannya dalam rang proses optimaliasi pemungutan pajak daerah

di Kota Bitung?

1) Masing-masing pegawai yang ada harus mengerti tupoksinya
masing-masing

2) Mengerti mengenai aturan pelaksanaan di DIPENDA Kota Bitung

3) Pegawai harus memiliki sikap jujur, karena jaman sekarnag susah
cari orang jujur, kalo ornag pandai banyak

4) Kemudian kiat kedepannya adalah penerapan konsep miskin
struktur banyak fungsi

5) Dan jika SIMDA — Pendapatan sudah dapat berjalan dengan baik
maka tidak perlu pegawai dalam jumlah banyak, sedikit sudah
cukup yang penting semua di fungsikan dari pada banyak hanya
menganggur atau tidak ada yang kerja

6) Menciptakan pegawai yang bermoral dan ber — Tuhan, karena jika
kedua hal itu ada, maka tidak ada penyimpangan, harus dapat
menciptakan pegawai seperti itu
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Peneliti | Salah satu bentuk upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah
adalah lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi,
Bagaimana tanggapan Ibu?

Informan | Sosialisasi jika diberikan kepada sasaran yang tepat itu baik,
contohnya di Kecamatan dihadiri oleh ornag-orang yang tepat untuk
itu, jangan orang yang bukan wajib pajak, sehingga harus benar tepat
sasaran yang akan membantu dalam proses pemungutan dapat
meneruskan atau diserap dengan baik

Peneliti | Saya mendapat informasi bahwa belum ditetapkannya SOP
pemungutan pajak daerah, Bagaimana tanggapan Ibu?

Informan | SOP memang belum ditetapkan, sehingga hal itu menjadi salah satu
bentuk kelemahan, belum rampung, karena itu standar kerja kita.

Peneliti | Bagaimana tanggapan Ibu mengenai sarana dan prasarana yang ada di
DIPENDA ?

Informan | Sarana dan prasarana di DIPENDA sudah baik karena selama ini kami
berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan

Peneliti | Apakah komitmen pimpinan yang mendukung optimalisasi proses
pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?

Informan | Komitmen pimpinan ditunjukan dengan dapat melaksanakan visi dan
misi Dinas Pendapatan Daerah yang ada sehingga dapat dicapai

Kode : 28/W/EF-1

Nama Informan : Olga Makarau, SE (Kepala DIPENDA)

Tanggal : 300ktober 2015

Jam : 13:50 — 14:45

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara

Peneliti | Bagaimana tanggapan lbu tentang kekuatan dan kelemahan yang ada
di DIPENDA Kota Bitung?

Informan | Menurut Ibu, kekuatan yang ada di Dinas ini adalah :

1) Saling bersinergi’kompak antara satu dengan yang lain sehingga
tercipta kerjasama diantara masing-masing pegawai sesuai tugas
yang telah diberikan, kemudian

2) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan penerimaan pajak
daerah

Sedangkan kelemahannya adalah :

1) Sikap perilaku pegawai yang malas, maunya pekerjaan yang enak,
tidak mau diatur, tidak tidak mau bekerjasama karena masing-
masing berbeda latar belakang

2) Ketegasan dari para pimpinan tinggi untuk menegakan aturan
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masih kurang, karena diatas langit masih ada langit

3) Kurangnya koordinasi dengan SKPD unit lain yang terkait karena
masih tingginya ego sektoral

4) Dari sisi wajib pajak sendiri yaitu banyak wajib pajak yang belum
sadar walaupun aturannya mereka sudah mengerti

5) Kualitas SDM yang belum mencukupi

6) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang di kantor

Peneliti

Informan

Dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepada DIPENDA Kota
Bitung tentu ada kendala, boleh tolong dijelaskan Bu?

Sebenarnya tidak ada kendala yang tidak dapat dipecahkan, ini tinggal
pendekatan kita masing-masing dilapangan, kendalanya sebenarnya
mudah diatasi, namun saat ini yang paling menonjol mungkin
peralatan dan SDM yang tidak menunjang

Peneliti

Informan

Bagaimana dengan strategi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
saat ini?

Strateginya di Dinas Pendapatan Daerah saat ini adalah berfokus pada
pemberian latihan kepada staf untuk meningkatkan SDM, contohnya :
mengikut sertakan para staf untuk mengikuti diklat/bimtek.
Memperbaiki aturan-aturan yang menunjang strategi optimalisasi
pemungutan pajak daerah, mempersiapkan sarana dan prasaran
penunjang yang ada. Namun strategi yang paling utama dan paling
kuat adalah > bekerja dan berdoa, yaitu kita berdoa apa yang kita
kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan.

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai adanya wajib pajak yang enggan
membayar pajak?

Pajak itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, salah satu
kegunaannya yaitu untuk menunjang pembangunan harus dengan
membayar pajak, namun memang diakui bahwa ada yanf sudah sadar,
ada yang suka enaknya dengan lari dari kewajiban ada yang pura-pura
tidak tahu.

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai struktur kepegawaian yang sudah
ada dan jumlah pegawainya?

Masih perlu adanya seksi lain yang menangani pajak daerah secara
khusus, karena sebaiknya pengelolaan pajak daerah seperti PBB-P2
dan BPHTB tidak dicampur dengan pajak lainnya dan kedepan
diharapkan ada UPTD sendiri agar lebih mendekatkan pelayanan ke
masyarakat, sedangkan dari sisi jumlah pegawai masih kurang karena
jumlah wajib pajak lebih banyak dengan jumlah pegawai dan jika
dilihat secara rasio wajib pajak di Bitung dengan jumlah pegawai yang
dilayani adalah 60 / 50.000an jadi seorang petugas harus melayani +
800 orang wajib pajak, hal ini jelas tidak memungkinkan.

Peneliti

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai budaya kerja di DIPENDA Kota
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Informan

Bitung ?

Budaya kerja yang ada sudah baik , tetapi harus selalu diawasi, harus
ada waskat dari pimpinan, tentu diikuti dengan reward dan
punishment, karena hal itu menentukan keberhasilan suatu organisasi,
namanya juga manusia sewaktu-waktu bisa salah

Peneliti

Informan

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai aspek penegakan hukum bagi
wajib pajak yang ada di DIPENDA ?

Proses pemungutan PAD seyogyanya harus masuk semua ke kas
daerah, bagi wajib pajak yang kurang taat kami berusaha dengan
persuasif, kemudian jika dinilai kurang berhasil maka bisa sampai
dilanjutkan ke pidana, pencabutan ijin, penutupan usaha agar tercipta
pembelajaran

Peneliti

Informan

Apakah proses penegakan hukum sudah sampai di pencabutan ijin dan
pidana?

Belum, karena aturan dan unit pengelola sebaiknya bersinergi, namun
selama ini cuma DIPENDA yang beekrja sendiri tanpa ditunjang
dengan unit kerja yang lain

Peneliti

Informan

Salah satu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yaitu lewat
media sosialisasi, bagaimana tanggapan Ibu?

Tuntutan sosialisasi harus lebih ditingkatkan karena masih kurang,
apalagi yang terkait dengan pemberian sanksi, misalnya penambahan
sosialisasi yang terkait denga pemungutan BPHTB dimana camat /
notaris masih kurang taat dengan tidak melapor maupun tidak
memverifikasi berkas ke kantor DIPENDA

Peneliti

Informan

Salah satu modal untuk menjalankan mandat sesuai visi dan misi yang
telah ditetapkan adalah ketersediaan anggaran, bagaimana tanggapan
Ibu mengenai anggaran operasional di DIPENDA yang berfluktuasi ?
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggarn bagi DIPENDA yang
dialokasikan dalam APBD berfluktuasi bahkan berkurang, sehingga
mengakibatkan program kerja / kegiatan tidak dapat dilaksanakan,
namun dengan anggaran yang tersedia, kami tetap berusaha
mempertahankan kinerja, bahkan harus di tingkatkan.
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